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KATA PENGANTAR 
 

 

 

 

Perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi pembicaraan forum 

internasional dan kementerian di tingkat pusat. Terbitnya Peraturan 

Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen 

Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional 

menegaskan bahwa karbon kini juga menjadi urusan tata kelola. Bagi 

pemerintah daerah, hal ini membawa peluang sekaligus tanggung jawab. 

Daerah memiliki hutan, gambut, mangrove, dan padang lamun yang 

menyimpan karbon dalam jumlah besar. Daerah juga memegang 

kewenangan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik yang 

ikut menentukan apakah potensi itu terjaga atau justru hilang. 

Dalam situasi tersebut, kehadiran buku Akuntansi dan Tata Kelola 

Karbon Daerah: Dari Potensi Ekologis Menuju Nilai Ekonomi dan 

Pembangunan Berkelanjutan patut disambut baik. Buku ini mengisi ruang 

yang selama ini relatif kosong dalam literatur berbahasa Indonesia, yaitu 

pertemuan antara akuntansi sektor publik dan tata kelola karbon di 

tingkat daerah. Banyak tulisan membahas karbon dari sisi ekologi, 

metodologi pengukuran, atau pasar. Masih sedikit yang menanyakan 

bagaimana pemerintah daerah seharusnya mencatat, melaporkan, 

menganggarkan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkannya. 

Kekuatan utama buku ini terletak pada sikapnya yang hati-hati dan 

berbasis bukti. Penulis tidak memperlakukan karbon sebagai sumber 

pendapatan yang tinggal dipanen. Sebaliknya, buku ini menegaskan dua 

prinsip: bukti mendahului nilai, dan hak mendahului pendapatan. Kedua 

prinsip itu diturunkan secara runtut, mulai dari kerangka lima lapis objek 

karbon, MRV, kesiapan pengukuran, pelaporan, verifikasi dan assurance, 

kelembagaan, penganggaran, hingga pembagian manfaat dan safeguards. 

Seluruh pembahasan kemudian dirangkum dalam sebuah model 

akuntansi dan tata kelola karbon daerah serta roadmap penguatan yang 

bertahap. 

Buku ini bermanfaat bagi beberapa kelompok pembaca. Mahasiswa 

dan dosen akuntansi, ekonomi, administrasi publik, dan lingkungan 
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dapat menggunakannya sebagai bahan ajar dan rujukan penelitian. 

Aparatur pemerintah daerah, baik di perangkat daerah teknis, pengelola 

keuangan daerah, maupun aparat pengawasan intern, dapat memakainya 

untuk menilai kesiapan dan merancang langkah awal. Anggota DPRD, 

pemerhati kebijakan, dan pegiat lingkungan juga akan menemukan 

kerangka yang membantu membedakan klaim karbon yang dapat 

dipertanggungjawabkan dari klaim yang belum didukung bukti. 

Saya menyampaikan penghargaan kepada para penulis atas kerja 

keras dan ketekunannya menyusun buku ini. Semoga buku ini 

memperkaya khazanah keilmuan akuntansi sektor publik di Indonesia 

dan mendorong tata kelola karbon daerah yang kredibel, akuntabel, dan 

berkeadilan bagi masyarakat. 

 

Majene, Oktober 2026 

 

 

 

Tim Penulis 
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PRAKATA 
 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Akuntansi dan Tata Kelola 

Karbon Daerah: Dari Potensi Ekologis Menuju Nilai Ekonomi dan 

Pembangunan Berkelanjutan dapat diselesaikan. 

Buku ini berangkat dari satu pertanyaan yang sederhana tetapi 

menentukan: mengapa daerah yang memiliki hutan, gambut, mangrove, 

dan padang lamun yang luas belum tentu mampu memperoleh nilai dari 

karbon? Jawaban yang dikembangkan dalam buku ini adalah bahwa jarak 

antara potensi ekologis dan nilai ekonomi diisi oleh serangkaian 

prasyarat, yaitu bukti, hak, integritas, dan tata kelola. Sebagian besar 

prasyarat itu merupakan persoalan informasi dan akuntabilitas publik. 

Karena itu, fokus buku ini bukan pada cara menjual karbon, melainkan 

pada cara membangun sistem pemerintahan daerah yang mampu 

mengelola karbon secara kredibel, akuntabel, dan berkeadilan. 

Buku ini terdiri atas lima belas bab yang dapat dibaca dalam lima 

kelompok. Bab 1 sampai Bab 3 meletakkan fondasi konseptual dan 

kebijakan, yaitu mengapa karbon menjadi urusan daerah, bagaimana 

arsitektur kebijakan karbon Indonesia, dan apa makna akuntansi karbon 

bagi sektor publik. Bab 4 sampai Bab 7 membahas infrastruktur 

informasi dan kredibilitas, mulai dari MRV, kesiapan pengukuran, dan 

pelaporan hingga verifikasi, assurance, dan peran pengawasan internal. 

Bab 8 sampai Bab 10 membahas kelembagaan, penganggaran dan 

keuangan karbon daerah, serta pembagian manfaat dan safeguards. Bab 

11 dan Bab 12 mendiagnosis kesiapan daerah dan menjelaskan mengapa 

skema serapan karbon alami sulit berkembang. Bab 13 sampai Bab 15 

menawarkan model akuntansi dan tata kelola karbon daerah, roadmap 

penguatannya, serta agenda kebijakan dan penelitian ke depan. 

Buku ini ditujukan bagi akademisi dan mahasiswa akuntansi, 

administrasi publik, ekonomi, dan lingkungan; bagi pemerintah daerah, 

DPRD, dan aparat pengawasan intern pemerintah; serta bagi praktisi dan 

pengembang program karbon. Penulis berusaha membedakan secara 

tegas antara ketentuan yang berlaku, praktik yang telah diterapkan, 
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temuan literatur, dan pengembangan konseptual penulis. Kerangka, 

model, indeks, dan roadmap yang diusulkan dalam buku ini dimaksudkan 

sebagai alat bantu berpikir, bukan ketentuan normatif, sehingga 

penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. 

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Sulawesi 

Barat yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk mengembangkan 

kajian ini, kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan, 

kepada PT Sada Kurnia Pustaka yang telah membantu penerbitan buku 

ini, serta kepada keluarga yang senantiasa memberikan dukungan. 

Regulasi dan standar di bidang karbon masih terus berkembang. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat 

penulis harapkan untuk penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga buku 

ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan bagi 

tata kelola karbon daerah di Indonesia. 

 

Majene, Oktober 2026 

 

 

 

Tim Penulis 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

POTENSI EKOLOGIS DAN 

EKONOMI KARBON DAERAH 
 

Bab ini meletakkan titik berangkat buku. Pertanyaan yang diajukan 

sederhana tetapi menentukan: mengapa daerah yang memiliki hutan, 

gambut, mangrove, dan padang lamun yang luas belum tentu mampu 

memperoleh nilai dari karbon? Bab ini menunjukkan bahwa jarak antara 

potensi ekologis dan nilai ekonomi diisi oleh serangkaian prasyarat, yaitu 

bukti, hak, integritas, dan tata kelola, yang sebagian besar merupakan 

persoalan informasi dan akuntabilitas publik. Dari situ buku ini 

merumuskan dua prinsip yang akan menuntun seluruh pembahasan: 

bukti mendahului nilai, dan hak mendahului pendapatan. Bab ini ditutup 

dengan peta alur buku dan cara membacanya. 

 

1.1 Karbon dalam Lanskap Pembangunan Daerah 

Selama puluhan tahun, hutan, mangrove, lahan gambut, dan padang 

lamun dipahami terutama melalui manfaat langsungnya: kayu dan hasil 

hutan bukan kayu, perikanan, lahan pertanian, perlindungan pantai, dan 

penyediaan air. Ekosistem dinilai dari apa yang dapat diambil darinya. 

Perubahan iklim menambahkan cara pandang yang berbeda. Ekosistem 

kini juga dinilai dari apa yang ia simpan dan apa yang ia cegah terlepas ke 

atmosfer. Kemampuan menyimpan dan menyerap karbon menjadi 

dimensi nilai baru yang menghubungkan kondisi ekologis suatu wilayah 

dengan komitmen iklim negara dan, dalam kondisi tertentu, dengan 

aliran pembiayaan. 

Pergeseran ini bukan sekadar wacana. Laporan Kelompok Kerja III 

IPCC pada Siklus Penilaian Keenam menempatkan sektor pertanian, 

kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya (Agriculture, Forestry and 

Other Land Use, AFOLU) sebagai salah satu sumber mitigasi terbesar. 

Potensi mitigasi ekonomis sektor ini diperkirakan sebesar 8–14 GtCO₂e 
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per tahun pada periode 2020–2050. Porsi terbesarnya berasal dari 

konservasi, perbaikan pengelolaan, dan restorasi hutan serta ekosistem 

lain seperti lahan basah pesisir dan gambut, dengan pengurangan 

deforestasi di kawasan tropis sebagai opsi dengan total mitigasi tertinggi 

(IPCC, 2022). Penilaian yang sama juga mencatat bahwa realisasi potensi 

tersebut terhambat oleh faktor kelembagaan, ekonomi, dan kebijakan, 

bukan hanya oleh keterbatasan teknis. Catatan terakhir ini penting bagi 

buku ini: yang membatasi pemanfaatan potensi karbon sering kali bukan 

alam, melainkan kapasitas tata kelola. 

Bagi Indonesia, implikasinya langsung menyentuh daerah. 

Sebagian besar ekosistem penyimpan karbon berada dalam ruang yang 

sehari-hari diatur, direncanakan, dan dibangun oleh pemerintah daerah. 

Kawasan hutan bersinggungan dengan rencana tata ruang wilayah dan 

jaringan jalan. Mangrove berhadapan dengan tambak, pelabuhan, dan 

permukiman pesisir. Lahan gambut bersinggungan dengan perkebunan 

dan pengendalian kebakaran. Bahkan ketika kewenangan formal atas 

suatu kawasan berada di tingkat pusat atau provinsi, sebagaimana akan 

dibahas pada Subbab 1.5, keputusan pembangunan daerah tetap 

memengaruhi apakah karbon dalam ekosistem itu tetap tersimpan atau 

terlepas. 

Karena itu, karbon perlu dipahami bukan semata sebagai besaran 

kimia atau indikator iklim global, tetapi sebagai ukuran yang 

menghubungkan empat ranah yang selama ini berjalan terpisah: kondisi 

ekologis, kinerja kebijakan iklim, pembiayaan pembangunan, dan 

akuntabilitas pemerintah. Ketika karbon diukur, ia menjadi informasi. 

Ketika informasi itu diakui dalam suatu mekanisme, ia dapat menjadi 

dasar klaim, pembayaran, atau transaksi. Ketika klaim dan pembayaran 

itu melibatkan pemerintah, ia menjadi urusan keuangan publik yang 

harus dipertanggungjawabkan. 

Pergeseran cara pandang ini sekaligus membuka peluang yang 

lebih mendasar daripada kemungkinan pendapatan baru. Hutan yang 

selama ini dianggap ruang yang "belum dimanfaatkan" dapat dipahami 

sebagai infrastruktur ekologis. Mangrove yang dahulu dianggap 

penghalang perluasan kawasan pesisir dapat dipahami sebagai 

pelindung pantai sekaligus penyimpan karbon. Restorasi lahan dapat 

dipandang bukan semata sebagai biaya lingkungan, tetapi sebagai 

investasi jangka panjang. Data lingkungan yang tersebar di berbagai 
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instansi dapat mulai diperlakukan sebagai informasi strategis 

pembangunan. 

Namun peluang tersebut memunculkan pertanyaan yang menjadi 

titik berangkat buku ini: apakah kepemilikan potensi ekologis yang besar 

dengan sendirinya membuat suatu daerah siap memperoleh manfaat dari 

karbon? Jawaban yang dikembangkan dalam buku ini adalah tidak. 

Potensi ekologis merupakan titik awal. Agar potensi itu berubah menjadi 

nilai yang dapat diakui dan dipertanggungjawabkan, karbon harus dapat 

diukur dengan metode yang jelas, dicatat dan dilaporkan secara 

konsisten, diverifikasi oleh pihak yang kompeten, dikaitkan dengan hak 

dan kewenangan yang sah, serta dikelola melalui mekanisme 

pembiayaan dan pembagian manfaat yang adil. Persoalan karbon daerah, 

dengan demikian, bukan persoalan berapa banyak pohon yang dimiliki, 

melainkan persoalan apakah daerah mampu mengubah potensi ekologis 

menjadi informasi yang kredibel, keputusan yang dapat dilaksanakan, 

dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

1.2 Stok, Serapan, dan Hasil Mitigasi: Membedakan Objek 

yang Diukur 

Banyak kesalahpahaman tentang ekonomi karbon berawal dari 

pencampuran beberapa objek yang berbeda ke dalam satu kata: 

"karbon". Padahal, dalam kebijakan dan akuntansi karbon, yang diukur, 

dilaporkan, diverifikasi, dan dihargai bukan objek yang sama. 

Membedakan objek-objek itu sejak awal merupakan syarat untuk 

memahami seluruh argumen buku ini. 

Pembedaan pertama adalah antara stok dan aliran. Stok karbon 

(carbon stock) adalah jumlah karbon yang tersimpan dalam suatu 

ekosistem pada satu titik waktu, misalnya dalam biomassa pohon di atas 

dan di bawah permukaan tanah, kayu mati, serasah, tanah mineral, 

lapisan gambut, atau sedimen pesisir. Serapan karbon (removal atau 

sekuestrasi) adalah aliran, yakni proses pemindahan karbon dioksida 

dari atmosfer ke dalam ekosistem selama suatu periode. Sebaliknya, 

emisi adalah aliran karbon dari ekosistem ke atmosfer, misalnya ketika 

hutan ditebang, gambut dikeringkan, atau mangrove dikonversi menjadi 

tambak. Hutan tua yang telah stabil dapat memiliki stok yang sangat 

besar tetapi serapan bersih yang relatif kecil. Sebaliknya, hutan muda 
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hasil rehabilitasi memiliki stok yang lebih kecil tetapi serapan tahunan 

yang dapat lebih tinggi. 

Pembedaan kedua, dan yang paling sering diabaikan, adalah antara 

kondisi aktual dan perubahan yang dapat diatribusikan pada suatu 

intervensi. Sebagian besar mekanisme karbon tidak menghargai stok 

yang sudah ada, betapapun besarnya. Yang dihargai adalah hasil mitigasi, 

yaitu selisih antara emisi atau serapan yang terjadi dengan emisi atau 

serapan yang diperkirakan terjadi tanpa intervensi. Kondisi pembanding 

ini disebut baseline atau tingkat acuan. Pencegahan deforestasi 

menghasilkan emisi yang dihindari dibandingkan baseline. Restorasi 

mangrove menghasilkan tambahan serapan dibandingkan kondisi tanpa 

restorasi. Konsekuensinya penting: daerah dengan hutan yang luas dan 

relatif terjaga dapat memiliki stok karbon yang besar, tetapi belum tentu 

menghasilkan hasil mitigasi yang besar apabila ancaman terhadap hutan 

tersebut memang rendah. Persoalan baseline dan additionality ini akan 

dianalisis lebih jauh pada Bab 2 dan Bab 12. 

Pembedaan ketiga adalah antara hasil mitigasi yang diklaim dan 

hasil mitigasi yang telah diverifikasi, serta antara hasil terverifikasi dan 

unit karbon. Klaim penurunan emisi baru memiliki kredibilitas setelah 

diuji melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, 

reporting and verification, MRV). Hasil yang telah diverifikasi pun belum 

tentu menjadi unit karbon yang dapat dipindahtangankan. Unit karbon 

memerlukan pengakuan lebih lanjut melalui prosedur registrasi dan 

penerbitan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kerangka nasional saat 

ini, unit karbon yang diperdagangkan di bursa karbon wajib tercatat pada 

Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). 

 

Tabel 1.1: Objek Pengukuran dalam Tata Kelola Karbon 

Objek Makna Implikasi bagi tata kelola 

Stok karbon Jumlah karbon yang 
tersimpan dalam 
ekosistem pada suatu 
waktu (biomassa, kayu 
mati, serasah, tanah, 
gambut, sedimen). 

Menunjukkan apa yang 
dipertaruhkan apabila 
ekosistem rusak; pada 
umumnya belum merupakan 
dasar klaim atau pembayaran. 
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Objek Makna Implikasi bagi tata kelola 

Serapan dan 
emisi 

Aliran karbon dari 
atmosfer ke ekosistem 
(serapan) atau sebaliknya 
(emisi) selama suatu 
periode. 

Memerlukan pengukuran 
berulang dan data aktivitas 
yang konsisten antarperiode. 

Hasil mitigasi Selisih emisi atau serapan 
aktual terhadap baseline, 
termasuk emisi yang 
dihindari dan tambahan 
serapan. 

Bergantung pada kualitas 
baseline, additionality, serta 
penanganan leakage dan 
reversal. 

Hasil mitigasi 
terverifikasi 

Hasil mitigasi yang telah 
diuji melalui proses MRV 
oleh pihak yang kompeten. 

Menjadi dasar kredibilitas 
klaim; belum dengan 
sendirinya menimbulkan hak 
atau kas. 

Unit karbon Representasi hasil mitigasi 
yang telah diregistrasi dan 
diterbitkan sesuai 
prosedur yang berlaku. 

Memerlukan kejelasan hak, 
status registri, dan 
pencegahan double counting 
sebelum dapat ditransaksikan. 

Sumber: Disusun penulis berdasarkan IPCC (2022), Republik Indonesia 

(2025b), dan Otoritas Jasa Keuangan (2026a). 
 

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa setiap objek berikutnya 

memerlukan syarat tambahan dibandingkan objek sebelumnya. 

Rangkaian ini membentuk semacam tangga: dari stok ke aliran, dari 

aliran ke hasil mitigasi, dari hasil mitigasi ke hasil terverifikasi, dan dari 

hasil terverifikasi ke unit. Setiap anak tangga menuntut data, metodologi, 

prosedur, dan lembaga yang berbeda. Inilah alasan mengapa buku ini 

menempatkan MRV sebagai infrastruktur akuntansi dan akuntabilitas 

karbon (Bab 4), bukan sekadar prosedur teknis. 

 

1.3 Modal Karbon Indonesia dan Keragaman Profil Daerah 

Indonesia menempati posisi penting dalam pembicaraan global 

mengenai solusi iklim berbasis alam. Selain hutan tropis yang luas, 

Indonesia memiliki ekosistem lahan basah dengan kepadatan karbon 

yang sangat tinggi. Novita et al. (2022) memperkirakan potensi 

maksimum natural climate solutions Indonesia pada 2030 sekitar 1,3 

GtCO₂e per tahun, dengan sekitar 77 persen di antaranya berasal dari 
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ekosistem lahan basah. Gambut menyumbang peluang terbesar, sekitar 

960 MtCO₂e per tahun, sedangkan mangrove memiliki potensi total yang 

lebih kecil tetapi kepadatan mitigasi per hektare yang lebih tinggi. Pada 

skala Asia Tenggara, Sasmito et al. (2025) menunjukkan bahwa 

perubahan penggunaan lahan pada hutan rawa gambut dan mangrove 

menyumbang hampir separuh emisi perubahan penggunaan lahan di 

kawasan tersebut pada periode 2001–2022, dan Indonesia menyumbang 

porsi terbesar dari emisi itu. Kedua temuan ini menyampaikan pesan 

yang sama: diskusi tentang karbon Indonesia tidak dapat berpusat pada 

hutan daratan semata. 

Besaran fisik ekosistem tersebut juga signifikan. Peta Mangrove 

Nasional 2021 mencatat luas mangrove Indonesia sekitar 3,36 juta 

hektare (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). 

Murdiyarso et al. (2015) memperkirakan simpanan karbon mangrove 

Indonesia rata-rata sekitar 1.083 MgC per hektare, sebagian besar 

tersimpan dalam sedimen, dengan total simpanan nasional sekitar 3,14 

PgC. Temuan ini sejalan dengan Donato et al. (2011) yang menunjukkan 

bahwa mangrove termasuk hutan terkaya karbon di kawasan tropis. 

Murdiyarso et al. (2015) juga mencatat bahwa meskipun deforestasi 

mangrove hanya sekitar 6 persen dari total kehilangan hutan Indonesia, 

menghentikannya dapat menurunkan emisi sektor penggunaan lahan 

sebesar 10–31 persen per tahun, karena emisi per hektare dari konversi 

mangrove, terutama untuk akuakultur, sangat tinggi. Untuk gambut, 

pemetaan semi-detail Anda et al. (2021) memperkirakan luas lahan 

gambut Indonesia sekitar 13,43 juta hektare yang tersebar terutama di 

Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Gambut menyimpan karbon dalam 

jumlah besar karena bahan organik terakumulasi dalam kondisi jenuh air 

selama ribuan tahun, sehingga pengeringan dan kebakaran dapat 

melepaskan karbon tersebut dalam waktu singkat (Murdiyarso et al., 

2013). 

Namun angka-angka nasional itu dapat menyesatkan apabila 

dibaca seolah-olah setiap daerah memiliki profil yang sama. Data yang 

sama menunjukkan bahwa sebaran ekosistem karbon sangat tidak 

merata. Menurut Anda et al. (2021), Sulawesi hanya memiliki sekitar 

0,024 juta hektare lahan gambut, jauh lebih kecil dibandingkan Sumatera 

(sekitar 5,85 juta hektare) atau Kalimantan (sekitar 4,54 juta hektare). 

Artinya, strategi karbon daerah di Sulawesi lebih bertumpu pada hutan 
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lahan kering, mangrove, ekosistem pesisir, dan sistem agroforestri 

dibandingkan pada gambut. Pembelajaran dari daerah bergambut tidak 

dapat dipindahkan begitu saja ke daerah lain. Keragaman profil inilah 

yang menjadi alasan buku ini tidak menyusun peringkat daerah 

berdasarkan potensi, melainkan mengembangkan alat diagnosis 

kesiapan pada Bab 11. 

Keragaman itu juga menyangkut karakter setiap ekosistem dari 

sudut pandang pengukuran dan tata kelola. Tabel 1.2 tidak dimaksudkan 

sebagai deskripsi ekologis yang lengkap. Pembahasan serapan karbon 

alami yang lebih rinci disajikan pada Bab 2. Tabel ini merangkum isu 

kunci yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah untuk setiap 

ekosistem. 

 

Tabel 1.2: Karakter Ekosistem Karbon dan Isu Kunci bagi 

Pemerintah Daerah 

Ekosistem Karakter Karbon 
Isu Kunci 

Pengukuran Dan 
Tata Kelola 

Manfaat 
Nonkarbon Yang 
Dipertaruhkan 

Hutan lahan 
kering 

Karbon pada 
biomassa dan 
tanah; emisi 
terutama dari 
deforestasi dan 
degradasi. 

Baseline 
deforestasi, 
leakage ke wilayah 
lain, tumpang 
tindih perizinan 
dan klaim lahan. 

Tata air, 
keanekaragaman 
hayati, 
pengendalian 
erosi, mata 
pencaharian. 

Gambut Simpanan sangat 
besar pada tanah 
organik; sangat 
sensitif terhadap 
pengeringan. 

Risiko reversal 
akibat kebakaran, 
pengukuran tinggi 
muka air, emisi 
subsiden, 
koordinasi lintas 
pemegang izin. 

Pengendalian 
kebakaran dan 
kabut asap, tata air, 
kesehatan publik. 

Mangrove Kepadatan karbon 
tinggi pada 
biomassa dan 
terutama sedimen. 

Data sedimen, 
batas kewenangan 
darat–laut, status 
lahan pesisir, 
tekanan konversi 
tambak. 

Perlindungan 
pantai, perikanan, 
pengendalian 
abrasi. 
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Ekosistem Karakter Karbon 
Isu Kunci 

Pengukuran Dan 
Tata Kelola 

Manfaat 
Nonkarbon Yang 
Dipertaruhkan 

Padang lamun Karbon terutama 
pada sedimen di 
bawah vegetasi. 

Metodologi dan 
data relatif belum 
matang; 
pemantauan 
bawah air 
berbiaya tinggi. 

Habitat biota, 
perikanan, kualitas 
perairan. 

Agroforestri 
dan lahan 
terdegradasi 

Penambahan 
karbon pada 
biomassa dan 
karbon organik 
tanah melalui 
revegetasi. 

Serapan per 
hektare relatif 
kecil dan tersebar; 
biaya transaksi 
tinggi; kejelasan 
hak petani. 

Produktivitas 
lahan, diversifikasi 
pendapatan, 
ketahanan pangan. 

Sumber: Diolah penulis dari IPCC (2022), Murdiyarso et al. (2013, 2015), 

Novita et al. (2022), dan Anda et al. (2021). 
 

Kolom terakhir Tabel 1.2 menegaskan hal yang sering terlupakan: 

karbon hampir tidak pernah berdiri sendiri. Ekosistem yang menyimpan 

karbon juga menyediakan jasa lingkungan lain yang langsung berkaitan 

dengan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan karbon yang baik karena 

itu tidak mengubah kawasan menjadi sekadar "gudang karbon". Karbon 

lebih tepat dipandang sebagai salah satu dimensi nilai dari ekosistem 

yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang lebih luas. 

 

1.4 Dari Potensi Ekologis ke Nilai Ekonomi 

Istilah "nilai ekonomi karbon" sering dipahami seolah-olah setiap pohon 

memiliki harga tertentu, sehingga pemerintah cukup menghitung luas 

hutan dan mengalikannya dengan harga karbon untuk memperoleh 

angka pendapatan. Pemahaman ini keliru dalam dua hal. Pertama, 

sebagaimana diuraikan pada Subbab 1.2, yang dihargai umumnya bukan 

stok, melainkan hasil mitigasi yang dapat dibuktikan terhadap suatu 

baseline. Kedua, nilai ekonomi baru muncul ketika hasil tersebut 

diterjemahkan ke dalam mekanisme yang diakui, dengan pihak yang 

bersedia membayar, aturan yang mengatur, dan hak yang jelas tentang 

siapa yang berhak mengklaim. 
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Indonesia telah membangun kerangka bagi mekanisme semacam 

itu. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang 

Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian 

Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang mencabut Peraturan Presiden 

Nomor 98 Tahun 2021 (Republik Indonesia, 2025b), menata kembali 

instrumen nilai ekonomi karbon, antara lain perdagangan karbon, 

pembayaran berbasis kinerja, dan pungutan atas karbon, beserta registri 

dan kerangka transparansinya. Di sektor jasa keuangan, POJK Nomor 10 

Tahun 2026 menyelaraskan perdagangan karbon melalui bursa karbon 

dengan kerangka tersebut, termasuk kewajiban pencatatan unit karbon 

pada SRUK. Pada saat yang sama, Second NDC Indonesia yang 

disampaikan kepada UNFCCC pada Oktober 2025 menggunakan tahun 

acuan 2019 dan menekankan pendekatan lanskap serta peran yurisdiksi 

subnasional (Republik Indonesia, 2025c). Untuk sektor kehutanan dan 

penggunaan lahan, pemerintah juga telah menetapkan rencana 

operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yang menargetkan sektor ini 

mencapai serapan bersih sekitar 140 juta ton CO₂e pada 2030 

(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Arsitektur 

kebijakan ini, termasuk posisi daerah di dalamnya, dibahas secara khusus 

pada Bab 2. Bagi Bab 1, cukup dicatat bahwa kerangka kebijakan nasional 

sedang bergerak menuju sistem yang semakin terstruktur, dan bahwa 

keberadaan kerangka itu tidak berarti seluruh potensi ekologis daerah 

dapat segera dimonetisasi. 

Nilai ekonomi karbon juga tidak hanya lahir dari perdagangan di 

bursa. Pengalaman Indonesia justru menunjukkan bahwa salah satu jalur 

terpenting hingga saat ini adalah pembayaran berbasis hasil (results-

based payment). Program Pengurangan Emisi Kalimantan Timur di 

bawah Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) merupakan contoh yang 

instruktif. Perjanjian pembayaran pengurangan emisi dengan nilai 

hingga USD110 juta tidak dibayarkan berdasarkan luas hutan, tetapi 

berdasarkan pengurangan emisi yang dilaporkan dan diverifikasi. 

Pembayaran awal sebesar USD20,9 juta pada November 2022 hanya 

mencakup sebagian kecil dari pengurangan emisi yang dilaporkan, 

sambil menunggu verifikasi pihak ketiga (World Bank, 2022). 

Pembayaran akhir sebesar USD89,1 juta diterima pada Desember 2025 

setelah 22 juta ton pengurangan emisi yang dikontrak diserahkan, dan 

penggunaan dananya diatur melalui rencana pembagian manfaat yang 
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dikonsultasikan dan diumumkan kepada publik (Forest Carbon 

Partnership Facility, n.d.). Kasus ini memperlihatkan urutan yang 

menjadi inti buku ini: bukti mendahului pembayaran, dan pembagian 

manfaat memerlukan aturan yang disepakati sebelum dana 

didistribusikan. Selain perdagangan dan pembayaran berbasis hasil, 

manfaat ekonomi dapat muncul melalui pendanaan iklim, investasi 

konservasi, pembayaran jasa lingkungan, dan bentuk pembiayaan lain 

yang diakui. 

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa ekonomi karbon 

pada hakikatnya merupakan ekonomi berbasis kepercayaan terhadap 

data dan tata kelola. Satu ton karbon yang tidak dapat dibuktikan tidak 

memiliki kredibilitas yang sama dengan satu ton karbon yang diukur 

dengan metodologi yang jelas, dicatat dalam sistem yang dapat ditelusuri, 

dan diverifikasi. Satu ton karbon yang terverifikasi pun tidak dapat 

ditransaksikan secara sah apabila tidak jelas siapa yang berhak 

mengklaimnya, atau apabila ton yang sama telah diklaim pihak lain. 

Karena itu, buku ini merumuskan dua prinsip yang akan digunakan 

secara konsisten pada bab-bab berikutnya. 

Prinsip pertama adalah bukti mendahului nilai. Nilai ekonomi atau 

nilai akuntansi tidak dapat dibangun di atas angka yang belum dapat 

dibuktikan. Sebelum suatu hasil mitigasi dihargai, ia harus diukur dengan 

metode yang dapat diuji, dilaporkan secara konsisten, dan diverifikasi. 

Prinsip kedua adalah hak mendahului pendapatan. Penerimaan atau 

pendapatan dari karbon tidak dapat diakui sebelum terdapat dasar hak 

yang sah: siapa yang berwenang atas kawasan, siapa yang berhak atas 

hasil mitigasi, dan bagaimana status unit tersebut dalam registri. Kedua 

prinsip ini merupakan pengembangan konseptual buku ini, bukan 

ketentuan normatif. Keduanya dirumuskan dari logika dasar akuntansi 

dan dari pengalaman program karbon yang telah berjalan. 
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Gambar 1.1: Rantai dari Potensi Ekologis Menuju Nilai Publik 

Sumber: Dikembangkan penulis. 

 

Gambar 1.1 merangkum rantai yang menjadi identitas buku ini. 

Rantai tersebut bergerak dari realitas ekologis, melalui bukti yang 

dihasilkan MRV, kejelasan hak dan kewenangan, safeguards, dan registri, 

menuju pencatatan dalam akuntansi dan keuangan publik, lalu pelaporan 

dan assurance, hingga akhirnya manfaat publik. Setiap mata rantai 

merupakan prasyarat bagi mata rantai berikutnya. Kegagalan pada satu 

titik, misalnya hak yang tidak jelas atau safeguards yang diabaikan, dapat 

membatalkan nilai yang telah dibangun pada tahap sebelumnya. Rantai 

ini tidak berhenti pada transaksi. Garis umpan balik pada gambar 

menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan seharusnya kembali 

digunakan dalam keputusan publik mengenai perlindungan ekosistem. 
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Kotak 1.1: Empat Kesetaraan yang Keliru 
1. Stok karbon tidak sama dengan aset karbon. Stok menunjukkan 

kondisi ekologis. Pengakuannya sebagai aset dalam laporan keuangan 

pemerintah memerlukan pemenuhan kriteria pengakuan menurut Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 
2. Serapan karbon tidak sama dengan pendapatan. Serapan adalah 

peristiwa fisik. Pendapatan memerlukan hak, transaksi, dan dasar 

pengakuan yang sah. 
3. Hasil terverifikasi tidak sama dengan kas. Verifikasi memberikan 

kredibilitas pada klaim, tetapi kas baru timbul ketika terdapat pihak yang 

membayar berdasarkan perjanjian atau mekanisme yang sah. 
4. Potensi harga tidak sama dengan penerimaan daerah. Harga karbon 

di pasar tidak menentukan bahwa pemerintah daerah berhak atas 

penerimaan tersebut. Hal itu bergantung pada kewenangan, status hak, dan 

pengaturan pembagian manfaat. 

 

Urutan berpikir ini mengubah pertanyaan pertama yang 

semestinya diajukan daerah. Pertanyaannya bukan "berapa harga karbon 

hari ini?", melainkan "apakah daerah memiliki aktivitas mitigasi yang 

nyata, dapat dibuktikan, dan jelas haknya?" Baru setelah pertanyaan itu 

terjawab, pertanyaan mengenai konversi menjadi manfaat ekonomi 

menjadi relevan. Urutan ini juga melindungi kebijakan daerah dari risiko 

spekulasi harga tanpa fondasi ekologis dan kelembagaan, serta dari risiko 

yang lebih halus: monetisasi karbon yang justru mempersempit cara 

pemerintah memandang lingkungan. Nilai karbon dari suatu mangrove 

hanya merepresentasikan sebagian dari nilai mangrove itu. Perlindungan 

pantai, perikanan, habitat, dan nilai sosial budaya tetap harus 

diperhitungkan dalam keputusan publik. 

 

1.5 Pemerintah Daerah di Persimpangan Kewenangan, 

Ruang, dan Kepentingan 

Posisi pemerintah daerah dalam tata kelola karbon bersifat paradoksal. 

Di satu sisi, dampak ekologis dan sosial dari pengelolaan ekosistem 

terjadi secara nyata di daerah. Masyarakat yang hidup di sekitar hutan 

dan desa pesisir yang bergantung pada mangrove berada di wilayah 

administrasi daerah. Di sisi lain, sebagian besar kewenangan atas 
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ekosistem penyimpan karbon tidak berada di tangan pemerintah 

kabupaten/kota. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah beserta perubahannya (Republik Indonesia, 2014c) menetapkan 

bahwa urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi 

dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah 

provinsi. Untuk bidang kehutanan, kewenangan daerah kabupaten/kota 

terbatas pada pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota (Pasal 14). 

Kewenangan provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut 

mencakup wilayah paling jauh 12 mil laut dari garis pantai (Pasal 27). 

Implikasinya penting dan sering luput dari perhatian. Pernyataan bahwa 

"hutan berada di kabupaten" benar secara geografis, tetapi tidak berarti 

pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengelola hutan 

tersebut, apalagi mengklaim hasil mitigasinya. 

Apakah dengan demikian peran kabupaten/kota menjadi 

marginal? Buku ini berpendapat sebaliknya, dengan catatan bahwa peran 

tersebut perlu dirumuskan secara tepat. Pemerintah daerah, termasuk 

kabupaten/kota, memegang instrumen yang sangat menentukan nasib 

karbon dalam ekosistem. Instrumen itu antara lain rencana tata ruang 

wilayah, perencanaan pembangunan dan APBD, perizinan dan 

pengawasan sesuai kewenangannya, program pertanian, perikanan, dan 

lingkungan hidup, pengelolaan data wilayah, serta hubungan langsung 

dengan desa dan masyarakat. Peran daerah karena itu lebih tepat 

dipahami sebagai pengelola ruang, program, data, anggaran, dan 

perlindungan masyarakat, bukan sebagai "pemilik karbon". Rumusan ini 

merupakan pengembangan konseptual buku ini dan akan dielaborasi 

menjadi arsitektur kelembagaan pada Bab 8, dengan memperhatikan 

pembagian kewenangan yang berlaku. 

Persimpangan kewenangan itu diperumit oleh persimpangan 

kepentingan ruang. Daerah yang kaya sumber daya alam tidak selalu 

berada pada posisi paling siap untuk mengembangkan ekonomi karbon. 

Suatu wilayah dapat memiliki kawasan hutan yang luas, tetapi data 

karbonnya tersebar di berbagai instansi pusat, provinsi, dan proyek. 

Daerah dapat memiliki mangrove yang luas, tetapi belum memiliki 

baseline yang memadai. Pemerintah dapat menjalankan program 

rehabilitasi, tetapi program tersebut tidak dirancang sejak awal sebagai 

aktivitas mitigasi yang memenuhi kebutuhan MRV. Banyak program 
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lingkungan juga bergantung pada pendanaan proyek dan belum menjadi 

bagian dari sistem rutin pemerintahan. Ketika proyek selesai, data, 

kapasitas teknis, dan koordinasi yang telah dibangun tidak selalu 

berlanjut. 

Sebagian wilayah kaya karbon juga menghadapi tekanan 

pembangunan yang tinggi. Pertambangan, perkebunan, jalan, pelabuhan, 

kawasan industri, dan permukiman bersaing memperebutkan ruang 

yang sama dengan ekosistem penyimpan karbon. Sebagai ilustrasi, 

sejumlah provinsi di Sulawesi tengah mengalami transformasi ekonomi 

berbasis pertambangan dan hilirisasi mineral, sementara pada saat yang 

sama memiliki kawasan hutan, pesisir, dan mangrove bernilai ekologis 

tinggi. Dalam situasi seperti ini, ekonomi karbon berhadapan dengan 

pertanyaan pembangunan yang sangat konkret. Apakah nilai karbon 

suatu kawasan cukup untuk bersaing dengan alternatif penggunaan 

lahannya? Siapa yang menanggung biaya konservasi, dan siapa yang 

menerima manfaatnya? Bagaimana masyarakat yang selama ini 

memanfaatkan kawasan dilibatkan dan dilindungi? 

Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa tata kelola karbon 

tidak pernah netral. Di dalamnya terdapat pilihan ekonomi, distribusi 

biaya dan manfaat, potensi konflik kepentingan, dan pertimbangan 

keadilan. Karena itu, pembahasan benefit sharing dan safeguards dalam 

buku ini (Bab 10) tidak ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan 

sebagai bagian dari syarat kredibilitas tata kelola karbon itu sendiri. 

 

1.6 Dari Potensi ke Kesiapan: Karbon sebagai Persoalan 

Akuntansi dan Akuntabilitas 

Uraian sebelumnya mengarah pada satu kesimpulan: kesenjangan 

terbesar dalam pengembangan karbon daerah sering kali tidak terletak 

pada ketiadaan potensi, tetapi pada belum siapnya sistem pemerintahan 

untuk mengelola potensi tersebut. Karena itu, kata kunci yang akan 

banyak digunakan dalam buku ini adalah kesiapan. Kesiapan tidak 

dipahami sebagai satu kondisi tunggal, melainkan sebagai gabungan 

beberapa kapasitas yang saling bergantung. Kapasitas itu mencakup 

kemampuan menghasilkan informasi karbon (pengukuran), mengelola 

dan menyajikannya (pelaporan), mengujinya (verifikasi dan assurance), 

menentukan siapa melakukan apa dengan kewenangan apa 
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(kelembagaan dan hak), mengintegrasikannya ke dalam perencanaan 

dan keuangan daerah (akuntansi dan pengelolaan keuangan publik), 

serta memastikan manfaatnya terdistribusi secara adil (safeguards dan 

benefit sharing). Dimensi-dimensi ini dibahas berurutan pada Bab 4 

hingga Bab 10 dan dirangkum sebagai alat diagnosis pada Bab 11. 

Mengapa kesiapan ini dibingkai sebagai persoalan akuntansi? 

Karena logika pengelolaan karbon pada dasarnya sejalan dengan logika 

akuntansi. Sebelum sesuatu dilaporkan, ia harus diukur. Sebelum angka 

dipercaya, harus ada bukti. Sebelum kinerja dinilai, harus ada metode 

yang konsisten antarperiode. Sebelum manfaat dibagikan, harus jelas 

siapa yang berhak dan bagaimana transaksi dicatat. Measurement dalam 

MRV berhubungan dengan pengukuran, reporting dengan penyajian dan 

pengungkapan, dan verification dengan assurance. Literatur akuntansi 

telah lama mencatat kedekatan ini. MacKenzie (2009) menunjukkan 

bahwa pasar karbon hanya dapat bekerja apabila emisi yang berbeda 

sifatnya "dibuat sama" melalui praktik pengukuran dan akuntansi yang 

disepakati. Bebbington dan Larrinaga-González (2008) mengidentifikasi 

persoalan akuntansi dan pelaporan yang timbul ketika hak emisi dan 

perdagangan karbon masuk ke dalam laporan entitas. Ascui dan Lovell 

(2011) memperlihatkan bahwa "akuntansi karbon" sendiri merupakan 

istilah yang dimaknai secara berbeda oleh ilmuwan, pembuat kebijakan, 

dan akuntan, sehingga kejelasan tentang objek yang dihitung menjadi 

syarat dialog lintas disiplin. 

Namun karbon juga memperluas batas akuntansi konvensional. 

Objek yang diukur bukan hanya uang atau aset keuangan, tetapi juga 

perubahan kondisi ekologis. Informasi karbon berasal dari kombinasi 

pengukuran lapangan, penginderaan jauh, statistik, model ilmiah, 

dokumen administrasi, dan data keuangan. Konsekuensinya, istilah 

"aset" perlu digunakan secara hati-hati. Secara ekonomi, ekosistem 

penyimpan karbon dapat dipandang sebagai bagian dari modal alam 

karena menghasilkan aliran manfaat. Namun dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan, aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang 

dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa 

masa lalu, dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan 

diharapkan dapat diperoleh, dan yang dapat diukur dalam satuan uang 

(Republik Indonesia, 2010). Suatu daerah dapat memiliki potensi karbon 

yang sangat besar secara ekologis, tetapi belum memiliki penguasaan 
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yang sah, nilai yang dapat diukur secara andal, atau peristiwa yang 

memenuhi kriteria pengakuan. Bagaimana kriteria tersebut diterapkan 

pada berbagai objek karbon dianalisis secara khusus pada Bab 3. 

Untuk menghindari pencampuran objek yang berbeda, buku ini 

menggunakan kerangka lima lapis sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 

1.3. Kerangka ini merupakan perluasan dari pembedaan objek 

pengukuran pada Subbab 1.2. Ia akan menjadi dasar analisis akuntansi 

pada Bab 3, penganggaran dan keuangan pada Bab 9, serta model 

akuntansi dan tata kelola karbon daerah pada Bab 13. 

 

Tabel 1.3: Lima Lapis Objek dalam Akuntansi dan Tata Kelola 

Karbon Daerah 

Lapis Objek Pertanyaan kunci 
Pembahasan 

utama 

1. Realitas 
ekologis 

Ekosistem, stok 
karbon, emisi, 
serapan, perubahan 
tutupan lahan. 

Apa yang 
sesungguhnya 
terjadi di 
lapangan? 

Bab 1–2 

2. Informasi 
fisik 

Hasil pengukuran 
dalam tCO₂e, baseline, 
data aktivitas, 
metodologi, 
ketidakpastian. 

Bagaimana kondisi 
itu diukur, dan 
seberapa andal 
hasilnya? 

Bab 4–6 

3. Hasil 
terverifikasi 

Hasil mitigasi yang 
telah diuji melalui 
verifikasi. 

Apakah klaim telah 
diuji oleh pihak 
yang kompeten? 

Bab 4, 7 

4. Hak, unit, 
dan registri 

Hak dan kewenangan, 
persetujuan, unit 
karbon, status 
registrasi, transfer, 
retirement, klaim. 

Siapa yang berhak, 
dan apakah klaim 
tidak dihitung 
ganda? 

Bab 2, 8, 10 

5. Objek 
keuangan 

Kas, hak tagih, 
pendapatan, belanja, 
aset, kewajiban, atau 
objek lain yang 
memenuhi kriteria 
pengakuan SAP. 

Apakah terdapat 
dasar pengakuan 
dan pencatatan 
dalam keuangan 
publik? 

Bab 3, 9, 13 

Sumber: Dikembangkan penulis. 
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Perpindahan dari satu lapis ke lapis berikutnya tidak terjadi 

dengan sendirinya. Setiap perpindahan memerlukan prosedur, bukti, dan 

keputusan kelembagaan tertentu. Kerangka ini juga menjelaskan 

mengapa nilai ekologis, nilai ekonomi, dan nilai akuntansi tidak selalu 

muncul pada waktu yang sama. Nilai ekologis telah ada pada lapis 

pertama. Nilai ekonomi baru terbentuk ketika lapis ketiga dan keempat 

terpenuhi dan terdapat pihak yang bersedia membayar. Nilai akuntansi 

baru dapat dicatat pada lapis kelima. 

Dari sini buku ini merumuskan pengertian akuntabilitas karbon 

sebagai kemampuan pemerintah untuk menjawab secara terbuka empat 

pertanyaan: apa yang diukur, bagaimana hasilnya diperoleh, siapa yang 

bertanggung jawab, dan siapa yang memperoleh manfaat. Keempat 

pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi hampir seluruh persoalan tata 

kelola karbon, mulai dari klaim yang tumpang tindih, data yang sulit 

diverifikasi, ketidakjelasan penerimaan, hingga distribusi manfaat yang 

tidak adil, dapat ditelusuri pada ketidakmampuan menjawab salah 

satunya. 

 

1.7 Posisi, Alur, dan Cara Membaca Buku 

Literatur dan kebijakan mengenai karbon di Indonesia telah berkembang 

pesat, tetapi cenderung terbagi dalam beberapa jalur yang jarang 

bertemu. Jalur ilmiah membahas stok, emisi, dan metodologi 

pengukuran. Jalur kebijakan membahas instrumen nilai ekonomi karbon, 

NDC, dan pasar. Jalur proyek membahas pengembangan dan sertifikasi 

kegiatan karbon. Sementara itu, jalur akuntansi sektor publik dan 

pengelolaan keuangan daerah relatif jarang menyentuh karbon. Buku ini 

berupaya mengisi ruang di antara jalur-jalur tersebut. Kontribusi yang 

ditawarkan adalah menghubungkan MRV dengan hak dan kewenangan, 

registri, akuntansi dan keuangan publik, serta pelaporan dan assurance, 

dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Fokus buku ini bukan 

pada cara menjual karbon, melainkan pada cara membangun sistem 

pemerintahan yang mampu mengelola karbon secara kredibel, 

akuntabel, dan berkeadilan. 

Buku ini ditujukan bagi beberapa kelompok pembaca sekaligus. 

Bagi akademisi dan mahasiswa akuntansi, administrasi publik, ekonomi, 

dan lingkungan, buku ini menawarkan kerangka konseptual dan agenda 
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penelitian. Bagi pemerintah daerah, DPRD, dan aparat pengawasan 

intern pemerintah (APIP), buku ini menawarkan cara membaca 

persoalan karbon dari sudut pandang perencanaan, penganggaran, 

akuntansi, dan pengawasan. Bagi praktisi dan pengembang program, 

buku ini menawarkan pemahaman mengenai persyaratan tata kelola 

publik yang perlu dipenuhi agar program karbon berkelanjutan. 

Untuk memudahkan pembaca, kelima belas bab buku ini dapat 

dibaca dalam lima kelompok analitis sebagaimana ditunjukkan pada 

Tabel 1.4. Pengelompokan ini tidak mengubah urutan bab, tetapi 

menunjukkan alur argumen yang menghubungkannya. 

 

Tabel 1.4: Alur Argumen Buku 

Kelompok Bab Pertanyaan utama 

Fondasi 
konseptual dan 
kebijakan 

1–3 Mengapa karbon menjadi urusan daerah, 
bagaimana arsitektur kebijakannya, dan apa 
makna akuntansi karbon bagi sektor publik? 

Infrastruktur 
informasi dan 
kredibilitas 

4–7 Bagaimana informasi karbon dihasilkan, 
diukur, dilaporkan, dan diuji sehingga dapat 
dipercaya? 

Kelembagaan, 
keuangan, dan 
keadilan 

8–10 Siapa melakukan apa, bagaimana karbon 
terintegrasi dengan penganggaran dan 
keuangan daerah, dan bagaimana manfaat 
dibagi secara adil? 

Diagnosis kesiapan 
dan hambatan 

11–12 Seberapa siap daerah, dan mengapa skema 
serapan karbon alami sulit berkembang? 

Model, roadmap, 
dan sintesis 

13–15 Model akuntansi dan tata kelola apa yang dapat 
dikembangkan, bagaimana tahapan 
penguatannya, dan apa agenda ke depan? 

Sumber: Disusun penulis. 
 

Satu konvensi perlu dijelaskan sejak awal karena berlaku di 

seluruh buku. Pembaca akan menemukan empat jenis pernyataan yang 

dibedakan secara sengaja. Pertama, ketentuan yang berlaku, yaitu norma 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, standar akuntansi, 

atau kebijakan resmi pemerintah. Kedua, praktik yang telah diterapkan, 

yaitu pengalaman program, pemerintah daerah, atau proyek tertentu 

yang tidak dengan sendirinya berlaku umum. Ketiga, temuan literatur, 

yaitu hasil penelitian dan kajian ilmiah. Keempat, pengembangan 
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konseptual penulis, yaitu kerangka, model, indeks, dan roadmap yang 

diusulkan buku ini, seperti prinsip "bukti mendahului nilai" dan kerangka 

lima lapis di atas. Pengembangan konseptual tidak dimaksudkan sebagai 

ketentuan normatif, dan implementasinya tetap memerlukan 

penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Indeks kesiapan pada Bab 

11, misalnya, dirancang sebagai alat diagnosis mandiri, bukan sebagai 

indeks resmi atau peringkat daerah. 

Pembaca yang berangkat dari latar belakang berbeda dapat 

menempuh jalur baca yang berbeda pula. Pembaca dari kalangan 

keuangan daerah dan pengawasan dapat membaca Bab 3, Bab 7, Bab 9, 

dan Bab 13 sebagai inti. Pembaca dari kalangan perencanaan dan 

lingkungan dapat memulai dari Bab 2, Bab 4, Bab 5, dan Bab 8. Namun 

argumen buku ini dirancang sebagai satu kesatuan: model pada Bab 13 

dan roadmap pada Bab 14 hanya dapat dipahami utuh dengan memahami 

hambatan yang diuraikan pada Bab 12 dan prasyarat yang dibangun 

sejak Bab 4. 

 

1.8 Penutup 

Daerah memiliki posisi strategis dalam masa depan tata kelola karbon 

Indonesia karena sebagian besar ekosistem penyimpan karbon berada 

dalam lanskap yang berinteraksi langsung dengan keputusan 

pembangunan daerah. Hutan, gambut, mangrove, padang lamun, dan 

lahan pertanian merupakan modal ekologis yang dapat mendukung 

mitigasi perubahan iklim, sekaligus menopang kesejahteraan masyarakat 

melalui jasa lingkungan yang jauh melampaui karbon. 

Bab ini telah menunjukkan bahwa potensi tidak identik dengan 

kesiapan. Di antara stok karbon dan manfaat publik terdapat serangkaian 

prasyarat: pembedaan objek yang diukur, bukti yang dapat diverifikasi, 

hak dan kewenangan yang jelas, safeguards, registri, pencatatan dalam 

keuangan publik, serta pelaporan dan assurance. Dua prinsip, bukti 

mendahului nilai dan hak mendahului pendapatan, merangkum urutan 

tersebut. Kegagalan memahami urutan ini berisiko mendorong daerah 

mengejar monetisasi sebelum fondasinya tersedia, dengan akibat berupa 

klaim yang tumpang tindih, ketidakjelasan penerimaan, dan distribusi 

manfaat yang tidak adil. 
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Tantangan utama daerah, dengan demikian, bukan hanya menjaga 

ekosistem, tetapi membangun tata kelola yang mampu menghubungkan 

realitas ekologis dengan akuntabilitas dan nilai publik. Untuk memahami 

di mana daerah berada dalam sistem yang lebih luas, Bab 2 akan 

menguraikan serapan karbon alami, konsep nilai ekonomi karbon, dan 

arsitektur kebijakan karbon Indonesia, termasuk posisi pemerintah 

daerah di dalamnya. 
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BAB 2 

SERAPAN KARBON ALAMI, 

NILAI EKONOMI KARBON, DAN 

ARSITEKTUR KEBIJAKAN 

KARBON INDONESIA 
 

Bab 1 menunjukkan bahwa potensi ekologis tidak identik dengan 

kesiapan. Bab ini menjelaskan apa yang mengisi jarak di antara 

keduanya. Pembahasan dimulai dari cara ekosistem menyerap dan 

menyimpan karbon serta batas-batas pengukurannya, lalu bergerak ke 

syarat integritas yang harus dipenuhi agar hasil mitigasi dapat diakui 

sebagai unit karbon. Setelah itu bab ini menguraikan logika ekonomi di 

balik nilai ekonomi karbon, instrumen yang tersedia menurut Peraturan 

Presiden Nomor 110 Tahun 2025, dan arsitektur kebijakan yang 

menghubungkan NDC, registri, dan pasar. Bab ini ditutup dengan posisi 

pemerintah daerah dalam arsitektur tersebut dan implikasinya bagi 

akuntansi sektor publik. 

 

2.1 Serapan Karbon Alami: Dinamika Ekologis dan Batas 

Pengukurannya 

Serapan karbon alami adalah proses ekosistem memindahkan karbon 

dioksida dari atmosfer dan menyimpannya dalam bentuk bahan organik. 

Melalui fotosintesis, tumbuhan mengikat karbon ke dalam batang, 

cabang, daun, dan akar. Sebagian karbon itu kemudian berpindah ke 

serasah dan kayu mati, lalu ke tanah. Pada lahan gambut dan ekosistem 

pesisir, kondisi jenuh air memperlambat dekomposisi sehingga bahan 

organik terakumulasi selama ratusan hingga ribuan tahun. Proses yang 

sama juga berjalan sebaliknya. Respirasi, dekomposisi, kebakaran, dan 

pembukaan lahan melepaskan karbon kembali ke atmosfer. Serapan 
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BAB 3 

AKUNTANSI KARBON DALAM 

PERSPEKTIF SEKTOR PUBLIK 
 

Bab 1 merumuskan prinsip bukti mendahului nilai dan hak mendahului 

pendapatan, serta kerangka lima lapis objek karbon. Bab 2 menguraikan 

arsitektur kebijakan yang menghasilkan unit karbon dan saluran 

nilainya. Bab ini menjawab pertanyaan yang ditinggalkan kedua bab 

tersebut: bagaimana informasi karbon diperlakukan dalam akuntansi 

sektor publik? Bab ini membedakan empat ranah akuntansi karbon, 

menguji setiap lapis objek karbon terhadap kriteria pengakuan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, memetakan perkembangan standar nasional 

dan internasional, lalu menunjukkan bagaimana informasi karbon dapat 

masuk ke dalam keputusan, pengendalian, dan akuntabilitas pemerintah 

daerah. 

 

3.1 Mengapa Akuntansi Masuk ke dalam Tata Kelola Karbon 

Bab 2 menunjukkan bahwa unit karbon berintegritas lahir dari rangkaian 

gerbang: baseline, pengukuran, verifikasi, registrasi, dan otorisasi. Setiap 

gerbang menghasilkan informasi, dan setiap informasi itu menjadi dasar 

keputusan tentang klaim, pembayaran, atau transaksi. Pada titik ini 

akuntansi menjadi relevan. Akuntansi pada dasarnya adalah disiplin yang 

mengatur bagaimana suatu peristiwa diidentifikasi, diukur, dicatat, 

disajikan, dan dipertanggungjawabkan. Tata kelola karbon 

membutuhkan disiplin yang sama, meskipun sebagian objeknya bukan 

uang. 

Kebutuhan itu lebih kompleks di sektor publik dibandingkan di 

entitas bisnis. Pemerintah tidak hanya mengelola sumber daya keuangan, 

tetapi juga memegang mandat pelayanan publik, perlindungan 

lingkungan, pengelolaan kekayaan publik, dan distribusi manfaat. 

Pemerintah juga wajib menjelaskan penggunaan sumber daya kepada 

DPRD, auditor, dan masyarakat. Akuntansi karbon sektor publik karena 

itu harus menjembatani dua dunia: dunia fisik yang berbicara dalam ton 
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BAB 4 

MRV SEBAGAI INFRASTRUKTUR 

AKUNTANSI DAN 

AKUNTABILITAS KARBON 
 

Bab 3 menyimpulkan bahwa seluruh analisis akuntansi karbon bertumpu 

pada informasi fisik yang dapat dipercaya. Bab ini membahas 

infrastruktur yang menghasilkan kepercayaan itu, yaitu measurement, 

reporting and verification (MRV). Bab ini menempatkan MRV sebagai 

padanan siklus akuntansi bagi informasi fisik karbon, menguraikan 

arsitektur MRV Indonesia setelah Perpres 110/2025, lalu membahas 

ketiga komponennya secara berurutan. Pembahasan kemudian beralih 

ke tantangan khusus MRV untuk serapan karbon alami, tata kelola data 

digital, dan prinsip proporsionalitas yang menentukan apakah MRV 

dapat dijangkau oleh pemerintah daerah. 

 

4.1 MRV sebagai Infrastruktur Akuntansi dan Akuntabilitas 

Dalam kerangka lima lapis yang digunakan buku ini, MRV adalah 

mekanisme yang memindahkan informasi dari lapis kedua ke lapis 

ketiga: dari angka hasil pengukuran menjadi hasil mitigasi yang telah 

diuji. Tanpa MRV, angka karbon tetap berupa estimasi yang tidak dapat 

ditelusuri, dibandingkan, atau diuji. Akibatnya, angka itu tidak dapat 

menjadi dasar klaim di registri, pembayaran berbasis kinerja, atau 

keputusan anggaran. Prinsip bukti mendahului nilai yang dirumuskan 

pada Bab 1 pada dasarnya adalah pernyataan tentang MRV: tidak ada 

nilai yang dapat dibangun di atas angka yang belum melalui pengukuran, 

pelaporan, dan verifikasi. 

Ketiga komponen MRV memiliki padanan yang erat dengan siklus 

akuntansi. Measurement setara dengan pengakuan dan pengukuran, yaitu 

menentukan apa yang dicatat dan berapa nilainya, dalam hal ini, dalam 

tCO₂e. Reporting setara dengan penyajian dan pengungkapan, yaitu 

menyusun informasi beserta kebijakan, asumsi, dan ketidakpastiannya 



76 | Akuntansi dan Tata Kelola Karbon Daerah  

BAB 5 

KESIAPAN PENGUKURAN 

KARBON 
 

Bab 4 menempatkan MRV sebagai infrastruktur akuntansi dan 

akuntabilitas karbon. Bab ini memperdalam komponen pertamanya, 

yaitu measurement, dari sudut pandang yang paling menentukan bagi 

pemerintah daerah: kesiapan. Kesiapan pengukuran dipahami sebagai 

kemampuan sistem untuk menghasilkan angka karbon yang sesuai 

tujuan penggunaannya, dapat dihitung ulang, dan dapat dipertahankan 

dari waktu ke waktu. Bab ini memperkenalkan tangga kebutuhan 

pengukuran yang menghubungkan tujuan dengan kedalaman 

pengukuran, membahas prasyarat batas, baseline, dan data, 

menguraikan desain pengukuran serapan karbon alami, lalu 

menawarkan alat diagnosis kesiapan yang dapat digunakan pemerintah 

daerah untuk menentukan prioritas penguatan. 

 

5.1 Kesiapan Pengukuran sebagai Kapasitas Sistem 

Dalam tata kelola karbon, kelemahan paling awal sering muncul jauh 

sebelum pelaporan dan verifikasi dimulai. Pemerintah daerah mungkin 

memiliki kawasan hutan, mangrove, atau program pengelolaan limbah 

yang relevan dengan mitigasi, tetapi belum memiliki basis pengukuran 

yang konsisten. Batas kegiatan belum terdokumentasi, data aktivitas 

tersebar di beberapa perangkat daerah, faktor emisi digunakan tanpa 

catatan sumber, baseline berubah dari satu dokumen ke dokumen lain, 

dan pengukuran lapangan bergantung pada proyek yang datang dan 

pergi. Dalam kondisi demikian, angka karbon dapat tampak presisi, tetapi 

lemah sebagai bukti. 

Kelemahan ini bersifat struktural karena tuntutan terhadap 

pengukuran daerah semakin meningkat. Sebagaimana diuraikan pada 

Bab 2, Permen LH/Kepala BPLH Nomor 7 Tahun 2026 menugaskan 

gubernur menyusun baseline emisi provinsi, menetapkan target mitigasi 

provinsi, dan menyusun rencana aksi, sementara bupati/wali kota 
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BAB 6 

PELAPORAN KARBON DAN 

SUSTAINABILITY REPORTING 

PEMERINTAH DAERAH 
 

Bab 4 dan Bab 5 membahas bagaimana informasi karbon dihasilkan dan 

diuji. Bab ini membahas bagaimana informasi itu disajikan kepada 

pengguna. Argumen utamanya adalah bahwa pemerintah daerah tidak 

memerlukan satu laporan karbon baru yang berdiri sendiri, melainkan 

keterhubungan antara kanal-kanal pelaporan yang telah ada, dari 

laporan keuangan dan laporan kinerja hingga laporan inventarisasi gas 

rumah kaca, yang bersumber dari satu inti data yang sama. Bab ini 

memetakan kanal-kanal tersebut beserta dasar hukumnya, 

menyesuaikan kerangka rujukan internasional dengan konteks daerah, 

merumuskan informasi inti yang perlu diungkapkan, dan membahas 

persoalan yang sering diabaikan, yaitu aturan klaim dalam pelaporan 

publik untuk mencegah greenwashing. 

 

6.1 Pelaporan sebagai Jembatan dari Bukti ke Akuntabilitas 

Pengukuran memberi angka, MRV memberi kepercayaan, tetapi 

pelaporanlah yang memberi angka itu makna kebijakan. Tanpa pelaporan 

yang baik, data karbon tinggal sebagai arsip teknis. Ia belum menjadi 

bahan pertimbangan bagi perencanaan pembangunan, penilaian 

efektivitas program, pengendalian risiko, atau pertanggungjawaban 

kepada publik. Dalam rantai yang menjadi identitas buku ini, pelaporan 

berada pada mata rantai yang menghubungkan akuntansi dan keuangan 

publik dengan akuntabilitas dan manfaat publik. 

Penting dibedakan sejak awal antara laporan MRV dan pelaporan 

karbon kepada publik. Laporan MRV, sebagaimana dibahas pada Bab 4, 

adalah laporan teknis yang ditujukan kepada verifikator dan pengelola 

registri. Ia memuat paket data, metode, dan bukti secara rinci. Pelaporan 

karbon kepada publik ditujukan kepada pengguna yang jauh lebih 
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BAB 7 

VERIFIKASI, ASSURANCE, 

INTEGRITAS KARBON, DAN 

PERAN PENGAWASAN 

INTERNAL 
 

Bab 4 menempatkan verifikasi sebagai bagian dari infrastruktur MRV, 

dan Bab 6 menunjukkan bahwa rumusan klaim publik tidak boleh 

melampaui tingkat bukti yang telah dicapai. Bab ini membahas siapa 

yang menguji klaim karbon, apa yang diuji, dengan standar apa, dan 

sampai tingkat keyakinan berapa. Argumen utamanya adalah bahwa 

kredibilitas informasi karbon daerah tidak dihasilkan oleh satu stempel 

"terverifikasi", tetapi oleh susunan lapisan keyakinan yang saling 

melengkapi: pengendalian oleh pelaksana, pengawasan intern oleh APIP, 

verifikasi oleh lembaga validasi dan verifikasi yang terakreditasi, 

pencatatan oleh pengelola registri, dan pemeriksaan oleh BPK atas objek 

keuangan. Bab ini memetakan kerangka regulasi dan standar yang 

relevan, merumuskan integritas karbon sebagai konsep yang lebih luas 

daripada ketepatan angka, mengembangkan peta keyakinan yang 

dihubungkan dengan lima lapis objek karbon, lalu menguraikan peran 

APIP, independensi, dan disiplin tindak lanjut temuan. 

 

7.1 Mengapa Kredibilitas Informasi Karbon Perlu Diuji 

Informasi karbon memiliki satu sifat yang membuatnya berbeda dari 

sebagian besar informasi kinerja pemerintah: objek yang diklaim hampir 

tidak dapat diamati langsung oleh penggunanya. Pengguna laporan dapat 

melihat jalan yang telah dibangun atau gedung yang telah direhabilitasi, 

tetapi tidak dapat melihat satu ton karbon dioksida yang tidak dilepaskan 

atau yang diserap oleh hutan mangrove. Yang tersedia bagi pengguna 

hanyalah pernyataan, yaitu angka yang dihasilkan melalui rangkaian 
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BAB 8 

KELEMBAGAAN DAN TATA 

KELOLA KARBON DAERAH 
 

Bab 4 sampai Bab 7 membahas bagaimana informasi karbon dihasilkan, 

dilaporkan, dan diuji. Seluruh mekanisme itu mengandaikan adanya 

pihak yang jelas memiliki data, mengambil keputusan, menandatangani 

kerja sama, dan menindaklanjuti temuan. Bab ini membahas prasyarat 

tersebut. Argumen utamanya adalah bahwa tata kelola karbon daerah 

tidak memerlukan badan karbon baru, tetapi memerlukan kejelasan 

tentang dasar bertindak setiap pihak. Bab ini membedakan empat dasar 

bertindak yang sering dicampuradukkan, yaitu kewenangan urusan 

pemerintahan, peran dalam sistem pengendalian emisi nasional, hak atas 

hasil mitigasi, dan fungsi koordinasi. Pembedaan ini kemudian digunakan 

untuk memetakan arsitektur multilevel, memilih model kelembagaan, 

menyusun matriks RACI, menata hak keputusan atas data, dan 

membangun legitimasi sosial kelembagaan. Pembagian manfaat dan 

safeguards dibahas lebih rinci pada Bab 10. 

 

8.1 Kelembagaan sebagai Mata Rantai yang Menentukan 

Bab 7 menutup pembahasannya dengan satu temuan analitis: titik 

terlemah tata kelola karbon daerah sering kali bukan pada perhitungan, 

melainkan pada rekonsiliasi antara catatan program, catatan registri, dan 

catatan keuangan yang tidak dimiliki oleh siapa pun. Temuan ini pada 

dasarnya merupakan persoalan kelembagaan. Metode pengukuran yang 

baik, sistem pelaporan yang tertata, dan verifikasi yang independen tidak 

akan menghasilkan klaim yang kredibel apabila tidak jelas siapa yang 

memiliki data, siapa yang berwenang menyetujui angka, siapa yang 

menandatangani kerja sama dengan mitra, dan siapa yang memastikan 

temuan diperbaiki. 

Karbon menghadirkan tantangan kelembagaan yang khas karena 

objeknya melintasi batas sektor dan batas tingkat pemerintahan 

sekaligus. Emisi dan serapan berasal dari hutan, lahan gambut, 
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BAB 9 

AKUNTANSI, PENGANGGARAN, 

DAN KEUANGAN KARBON 

DAERAH 
 

Bab 3 menunjukkan bahwa sebagian besar objek karbon belum menjadi 

objek keuangan, dan Bab 8 menata siapa yang berwenang bertindak. Bab 

ini membahas apa yang terjadi ketika kegiatan karbon benar-benar 

memasuki sistem keuangan publik: ketika ia dianggarkan, dibelanjakan, 

dibiayai, menerima pembayaran, atau menimbulkan kewajiban. 

Argumen utamanya adalah bahwa pemerintah daerah tidak memerlukan 

APBD karbon yang terpisah, akun karbon yang baru, atau pos "PAD 

karbon", tetapi memerlukan disiplin untuk menempatkan setiap 

peristiwa karbon pada sistem perencanaan, penganggaran, akuntansi, 

dan pembiayaan yang telah berlaku sesuai substansinya. Bab ini 

menguraikan kerangka regulasi dan standar yang relevan, merumuskan 

analisis transaksi karbon berdasarkan hierarki kebijakan akuntansi 

dalam PSAP 10, menunjukkan bagaimana satu transaksi tercermin pada 

empat laporan, mengembangkan penandaan anggaran menjadi rantai 

hasil anggaran karbon, memetakan jalur dana di dalam dan di luar APBD, 

serta merumuskan pengelolaan risiko fiskal dan jejak fiskal karbon. 

 

9.1 Ketika Karbon Memasuki Sistem Keuangan Publik 

Dalam kerangka lima lapis yang digunakan buku ini, objek keuangan 

berada pada lapis terakhir. Ia baru muncul setelah realitas ekologis 

diukur, hasilnya diverifikasi, dan hak atas hasil tersebut jelas. Bab 3 telah 

menunjukkan bahwa stok karbon, hasil terverifikasi, dan unit karbon 

pada umumnya belum menjadi objek keuangan menurut Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Namun, kesimpulan tersebut tidak berarti 

bahwa karbon tidak memiliki dimensi keuangan. Justru sebaliknya, sejak 

awal kegiatan karbon menyentuh sistem keuangan daerah: ia 

memerlukan anggaran untuk pengukuran dan pelaksanaan, dapat 



Akuntansi dan Tata Kelola Karbon Daerah | 169 

BAB 10 

BENEFIT SHARING, SAFEGUARDS, 

AKUNTABILITAS, DAN KEADILAN 

DISTRIBUSI 
 

Bab 9 memastikan bahwa dana karbon tercatat, terkendali, dan dapat 

diaudit. Bab ini mengajukan pertanyaan berikutnya: siapa yang 

semestinya menikmati manfaat, atas dasar apa, dan bagaimana risiko 

sosial dan ekologis dikelola. Argumen utamanya adalah bahwa benefit 

sharing tidak dimulai dari persentase, tetapi dari hak, bukti, dan 

safeguards. Urutan yang dipegang buku ini, bukti mendahului nilai dan 

hak mendahului pendapatan, diperluas menjadi satu prinsip lagi: hak dan 

safeguards mendahului alokasi. Bab ini menguraikan rasionalitas 

pembagian manfaat dalam literatur, kerangka hukum dan safeguards 

yang berlaku, perbedaan antara pembayaran bruto dan manfaat bersih, 

rancangan dua tahap berupa gerbang kelayakan dan skor alokasi, 

dimensi keadilan yang perlu dibaca bersama, safeguards dan mekanisme 

pengaduan sebagai prasyarat, serta pelajaran dari Program 

Pengurangan Emisi Kalimantan Timur tentang akuntabilitas penyaluran. 

 

10.1 Dari Disiplin Keuangan ke Pertanyaan Keadilan 

Benefit sharing adalah mekanisme untuk menentukan siapa yang 

memperoleh manfaat dari suatu skema karbon, dalam bentuk apa, 

berdasarkan kriteria apa, melalui saluran apa, dan dengan akuntabilitas 

seperti apa. Definisi ini sengaja lebih luas daripada pembagian uang. 

Manfaat dapat berupa transfer tunai, dukungan kegiatan, barang, 

pelatihan, perbaikan penghidupan, layanan publik, atau penguatan 

kelembagaan. Benefit sharing juga tidak identik dengan pembagian hasil 

penjualan unit karbon. Sebagaimana ditunjukkan pada Bab 9, jalur yang 

paling relevan bagi pemerintah daerah hingga saat ini adalah 

pembayaran berbasis kinerja, yang menurut Pasal 70 ayat (3) Perpres 

110/2025 tidak memindahkan kepemilikan karbon. 
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BAB 11 

POTRET KESIAPAN DAERAH 
 

Bab 3 sampai Bab 10 menguraikan rantai tata kelola karbon daerah, dari 

pengukuran dan MRV hingga benefit sharing dan safeguards. Bab ini 

mengajukan pertanyaan yang lebih praktis: sejauh mana pemerintah 

daerah siap menjalankan rantai tersebut, dan bagaimana kesiapan itu 

dapat didiagnosis secara jujur. Argumen utamanya adalah bahwa potensi 

ekologis tidak identik dengan kesiapan tata kelola, dan bahwa kesiapan 

merupakan kemampuan sistem yang harus dibuktikan, bukan kumpulan 

dokumen yang dapat dihitung. Karena belum tersedia basis data nasional 

yang homogen untuk menilai seluruh pemerintah daerah, bab ini tidak 

menyusun peringkat antardaerah. Bab ini merumuskan delapan dimensi 

kesiapan, skala kematangan dengan standar bukti, Indeks Kesiapan 

Karbon Daerah (IKKD) sebagai alat penilaian mandiri dengan aturan 

gerbang, pembacaan kesiapan dari praktik yang ada di Indonesia, serta 

matriks potensi dan kesiapan untuk menentukan strategi yang sesuai. 

 

11.1 Potensi Bukan Kesiapan 

Daerah dengan hutan yang luas, ekosistem mangrove, lahan gambut, atau 

peluang mitigasi di sektor energi dan persampahan sering dipandang 

sebagai daerah yang "siap" memasuki skema karbon. Pandangan ini 

mencampuradukkan dua hal yang berbeda. Potensi ekologis menjawab 

pertanyaan berapa besar emisi yang dapat dikurangi atau karbon yang 

dapat dipertahankan. Kesiapan tata kelola menjawab pertanyaan yang 

lain sama sekali: apakah daerah mampu membuktikan hasilnya, 

menunjukkan siapa yang berhak atasnya, mencatatnya secara konsisten, 

membiayainya secara tertib, melindungi pihak yang terdampak, dan 

mempertanggungjawabkannya kepada publik. 

Dalam kerangka lima lapis yang digunakan buku ini, potensi 

ekologis berada pada lapis pertama, yaitu realitas ekologis. Kesiapan tata 

kelola adalah kemampuan untuk menggerakkan informasi dari lapis 

tersebut ke lapis-lapis berikutnya secara kredibel: menjadi informasi 

fisik yang terukur, hasil yang terverifikasi, hak yang jelas dan tercatat, 
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BAB 12 

MENGAPA SKEMA SERAPAN 

KARBON ALAMI SULIT 

BERKEMBANG? 
 

Bab 11 menunjukkan bahwa potensi ekologis tidak identik dengan 

kesiapan tata kelola. Bab ini memperdalam pengamatan tersebut dengan 

menjawab pertanyaan yang sering diajukan pembuat kebijakan: 

mengapa, di tengah potensi ekologis yang sangat besar dan minat yang 

terus meningkat, skema serapan karbon alami tetap sulit berkembang 

dalam praktik. Argumen utamanya adalah bahwa kesulitan tersebut 

bukan bersumber dari kekurangan karbon, melainkan dari rantai 

kelayakan yang panjang, ketika setiap mata rantai menyaring sebagian 

potensi dan hambatan-hambatannya saling mengunci. Bab ini 

menguraikan rantai kelayakan dari potensi ekologis hingga manfaat 

bersih, menganalisis mengapa volume yang dapat diklaim menyusut di 

setiap tahap, memetakan lingkaran hambatan yang saling memperkuat, 

membahas ekonomi skema berupa biaya transaksi, skala, ketidakpastian 

harga, dan kesenjangan pembiayaan, membaca pelajaran dari 

Kalimantan Timur secara proporsional, dan merumuskan strategi untuk 

mengurangi risiko serta menurunkan biaya transaksi tanpa 

mengorbankan integritas. 

 

12.1 Paradoks Potensi dan Kelayakan 

Indonesia memiliki hutan tropis, lahan gambut, mangrove, padang 

lamun, dan ekosistem pesisir yang menyimpan dan menyerap karbon 

dalam jumlah besar. Potensi ini relevan bagi target iklim nasional, 

perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian bencana, dan 

ekonomi lokal. Namun, potensi tersebut belum berkembang menjadi arus 

manfaat ekonomi yang sebanding. Paradoks ini sering dijelaskan dengan 

alasan yang terlalu sederhana: pasar belum matang, regulasi belum jelas, 

atau daerah kurang aktif mencari mitra. Bab ini berargumen bahwa 
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BAB 13 

MODEL AKUNTANSI DAN TATA 

KELOLA KARBON DAERAH 
 

Bab 3 sampai Bab 12 membangun komponen-komponen tata kelola 

karbon daerah secara terpisah: pembedaan lima lapis objek karbon, MRV, 

pelaporan, assurance, kelembagaan, keuangan, benefit sharing, kesiapan, 

dan analisis hambatan. Bab ini menyatukan komponen-komponen 

tersebut dalam satu model yang operasional. Model Akuntansi Karbon 

Daerah Berbasis Bukti dan Hak yang dikembangkan di sini tidak 

memperlakukan karbon sebagai satu objek tunggal. Informasi karbon 

dicatat dalam tiga tingkat catatan yang berbeda fungsi: catatan fisik 

untuk membuktikan apa yang terjadi secara ekologis, catatan hak dan 

registri untuk membuktikan siapa yang berhak atas hasilnya, dan 

catatan fiskal dan akuntansi untuk mengakui konsekuensi keuangan 

hanya ketika hak, kewajiban, atau transaksi telah nyata dan memenuhi 

kriteria SAP. Ketiganya dihubungkan oleh satu identitas aktivitas karbon 

sehingga dapat direkonsiliasi tanpa harus dilebur menjadi satu sistem. 

Bab ini menguraikan persoalan yang dijawab model, struktur tiga tingkat 

catatan, gerbang pengakuan, arsitektur rekonsiliasi, ilustrasi penerapan 

menyeluruh, serta batas dan kontribusi model. 

 

13.1 Persoalan yang Harus Dijawab Model 

Bab-bab sebelumnya memperlihatkan bahwa persoalan karbon daerah 

bukan terutama kekurangan data, melainkan keterputusan antara data 

ekologis, status hak, transaksi, dan pelaporan pemerintah. Dalam satu 

kegiatan yang sama, perangkat daerah teknis memegang data serapan, 

sistem MRV menghasilkan pernyataan verifikasi, registri nasional 

mencatat status unit, sementara pengelola keuangan daerah baru melihat 

kegiatan tersebut ketika ada anggaran, penerimaan, atau hak tagih. 

Apabila keempat dunia informasi ini dicampur, pemerintah berisiko 

mengakui nilai terlalu dini. Apabila dipisahkan tanpa jembatan, informasi 

karbon tidak pernah berguna bagi keputusan fiskal dan akuntabilitas. 
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BAB 14 

ROADMAP PENGUATAN TATA 

KELOLA KARBON DAERAH 
 

Bab 13 merumuskan model akuntansi dan tata kelola karbon daerah. Bab 

ini membahas bagaimana model tersebut, beserta seluruh komponen 

yang dibangun sejak Bab 3, dapat diwujudkan secara bertahap. Roadmap 

yang dikembangkan di sini merupakan kerangka implementasi penulis, 

bukan jadwal resmi pemerintah dan bukan daftar proyek karbon. 

Argumen utamanya adalah bahwa urutan penguatan harus ditentukan 

oleh kesiapan, bukan oleh kalender atau peluang pasar. Bab ini 

merumuskan keadaan akhir yang dapat diuji, empat fase dengan kartu 

fase yang memuat kondisi awal, tujuan, kegiatan, keluaran, penanggung 

jawab, indikator, gerbang, risiko, dan keputusan, enam alur kerja yang 

dipetakan pada arsitektur kelembagaan Bab 8, strategi pembiayaan yang 

memisahkan biaya sistem dari biaya proyek, serta mekanisme keputusan 

gerbang dan pemantauan adaptif yang menjaga roadmap tetap relevan. 

Prinsipnya konsisten dengan seluruh buku: tidak ada monetisasi sebelum 

fondasi data, hak, integritas, dan safeguards tersedia. 

 

14.1 Dari Diagnosis ke Urutan Penguatan 

Bab-bab sebelumnya menghasilkan diagnosis yang konsisten. Persoalan 

utama pemerintah daerah bukan kekurangan proyek karbon, melainkan 

fondasi tata kelola yang belum tersedia: data dan metodologi belum 

konsisten, fungsi antarperangkat daerah terfragmentasi, hak atas hasil 

mitigasi belum dipetakan, hubungan antara informasi karbon dan APBD 

masih lemah, safeguards sering disiapkan terlambat, dan rekonsiliasi 

lintas catatan belum memiliki pemilik. Bab 12 menunjukkan bahwa 

hambatan-hambatan tersebut saling mengunci, sehingga tidak dapat 

diatasi satu per satu tanpa urutan yang jelas. Roadmap karena itu bukan 

kalender kegiatan, melainkan urutan pembangunan kapasitas. 

Prinsip urutan yang digunakan bab ini berasal langsung dari rantai 

identitas buku. Bukti mendahului nilai, sehingga data dan MRV dibangun 
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BAB 15 

PENUTUP: MASA DEPAN 

AKUNTANSI DAN TATA 

KELOLA KARBON DAERAH 
 

Bab ini tidak merangkum bab-bab sebelumnya satu per satu. Bab ini 

menarik sintesis atas pertanyaan yang mendasari seluruh buku: 

bagaimana potensi ekologis daerah dapat berubah menjadi nilai publik 

yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Jawaban buku ini 

adalah bahwa jarak antara potensi dan manfaat tidak terutama 

ditentukan oleh harga karbon atau ketersediaan pasar, tetapi oleh 

kemampuan pemerintah membangun rantai bukti, hak, pencatatan, 

pelaporan, dan akuntabilitas yang dapat dipercaya. Bab ini menguraikan 

mengapa tata kelola karbon daerah penting, pergeseran paradigma yang 

ditawarkan buku, kontribusi model akuntansi dan perangkat konseptual 

yang dikembangkan, perubahan lanskap regulasi dan standar, agenda 

kebijakan dan kelembagaan, agenda penelitian lanjutan, serta ukuran 

keberhasilan yang lebih utuh bagi sistem karbon daerah. 

 

15.1 Pertanyaan yang Diajukan Buku dan Jawabannya 

Buku ini dimulai dari sebuah paradoks. Banyak daerah di Indonesia 

memiliki hutan, mangrove, gambut, lahan pertanian, ekosistem pesisir, 

dan kegiatan ekonomi yang berpotensi menurunkan emisi atau 

meningkatkan serapan. Akan tetapi, potensi ekologis tidak dengan 

sendirinya menjadi nilai ekonomi, aset, pendapatan, atau manfaat fiskal. 

Di antara potensi dan manfaat terdapat rangkaian proses yang panjang: 

penetapan batas dan baseline, pengukuran, MRV, verifikasi, penetapan 

hak, registrasi, pengendalian klaim, pencatatan keuangan, pelaporan, 

assurance, safeguards, dan pembagian manfaat. Setiap mata rantai 

mengandung risiko kesalahan, konflik kewenangan, biaya transaksi, dan 

tuntutan akuntabilitas. Pertanyaan yang diajukan buku ini karena itu 

bukan "berapa nilai karbon daerah?", melainkan "kondisi apa yang harus 
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GLOSARIUM 
 

A 

Additionality = Syarat bahwa hasil mitigasi benar-benar terjadi karena 

suatu intervensi dan tidak akan terjadi dalam skenario business as 

usual; program yang telah diwajibkan atau dianggarkan perlu dinilai 

hati-hati sebelum diklaim sebagai tambahan. 

Akuntabilitas karbon = Kemampuan pemerintah menjawab secara 

terbuka empat pertanyaan: apa yang diukur, bagaimana hasilnya 

diperoleh, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang 

memperoleh manfaat. 

Akuntansi karbon sektor publik = Sistem pengukuran dan informasi 

yang mengidentifikasi, mengkuantifikasi, mencatat, melaporkan, dan 

menjamin kredibilitas informasi emisi, serapan, stok, dan unit karbon 

beserta biaya, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban terkait. 

Alur kerja = Enam jalur pekerjaan lintas fungsi roadmap yang bergerak 

paralel dan dipetakan pada kelompok kerja dalam model jejaring 

terkoordinasi. 

APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) = Pengawas intern 

pemerintah, di daerah berupa inspektorat, yang melakukan audit, 

reviu, evaluasi, dan pemantauan; dalam tata kelola karbon menguji 

pengendalian yang menghubungkan seluruh lapis objek karbon. 

Assurance = Perikatan oleh praktisi untuk memberikan keyakinan atas 

informasi yang diungkapkan, misalnya pernyataan gas rumah kaca 

atau informasi keberlanjutan, dengan kesimpulan berupa limited 

atau reasonable assurance. 

Aturan gerbang = Ketentuan dalam IKKD bahwa dimensi hak dan 

kewenangan serta dimensi safeguards dan benefit sharing harus 

mencapai skor paling rendah 2 sebelum daerah layak memasuki 

skema klaim, pembayaran, atau transaksi. 

B 

Baseline = Kondisi pembanding berupa emisi atau serapan yang 

diperkirakan terjadi tanpa intervensi, disebut juga tingkat acuan; 

baseline yang terlalu tinggi menimbulkan over-crediting. 

Benefit sharing = Mekanisme untuk menentukan siapa yang 

memperoleh manfaat dari suatu skema karbon, dalam bentuk apa, 
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berdasarkan kriteria dan saluran apa, serta dengan akuntabilitas 

seperti apa. Cakupannya lebih luas daripada pembagian uang. 

Biaya proyek = Biaya khusus kegiatan, meliputi rancangan teknis, 

pelaksanaan lapangan, MRV kegiatan, validasi dan verifikasi, 

registrasi, transaksi, dan pembagian manfaat. 

Biaya sistem = Biaya barang publik seperti tata kelola data, 

interoperabilitas, prosedur, QA/QC, pengawasan, dan partisipasi 

yang jarang menghasilkan unit karbon langsung tetapi 

memungkinkan banyak kegiatan berjalan. 

Biaya transaksi = Biaya kajian kelayakan, baseline, konsultasi, uji tuntas 

hukum, rancangan MRV, validasi, verifikasi, registrasi, dan 

pemantauan. Sebagian besar bersifat tetap sehingga memberatkan 

kegiatan berskala kecil. 

BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) = Badan layanan 

umum pengelola dana lingkungan hidup berdasarkan Perpres 

77/2018. Dana yang disalurkan melaluinya berada di luar APBD 

daerah dan tidak tercatat sebagai pendapatan daerah. 

Bukti mendahului nilai = Prinsip buku ini bahwa nilai ekonomi atau 

akuntansi tidak boleh dibangun di atas angka karbon yang belum 

diukur dengan metode teruji, dilaporkan secara konsisten, dan 

diverifikasi. 

Bursa karbon = Sarana perdagangan unit karbon yang diatur OJK dan 

berada di hilir rantai, sehingga hanya dapat memperdagangkan unit 

yang telah didefinisikan, diverifikasi, dan dicatat dalam SRUK. 

C 

CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) = Komponen laporan 

keuangan yang mengungkapkan perjanjian, persyaratan, status 

verifikasi, unit karbon, dan informasi karbon material lain yang belum 

memenuhi kriteria pengakuan. 

Cancun Safeguards = Tujuh safeguards REDD+ dalam Keputusan 

1/CP.16 UNFCCC, antara lain tata kelola yang transparan, 

penghormatan hak masyarakat adat dan komunitas lokal, partisipasi, 

keanekaragaman hayati, penanganan reversal, dan pengurangan 

displacement. 

Catatan fisik karbon = Tingkat pertama model yang menyimpan batas 

kegiatan, baseline, data aktivitas, metodologi, hasil pengukuran, 
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QA/QC, dan hasil verifikasi dalam satuan fisik seperti tCO₂e; bukan 

jurnal akuntansi keuangan. 

Catatan fiskal dan akuntansi = Tingkat ketiga model yang mencatat 

program, anggaran, belanja, serta aset, piutang, kewajiban, dan 

pendapatan hanya bila memenuhi kriteria SAP, termasuk 

pengungkapan dalam CaLK. 

Catatan hak dan registri = Tingkat kedua model yang mencatat dasar 

kewenangan dan hak, persetujuan, nomor registri, serta status unit, 

dan merekonsiliasinya dengan registri nasional tanpa menggantikan 

SRN PPI dan SRUK. 

Celah keyakinan = Bagian rantai informasi karbon yang tidak diuji pihak 

mana pun, terutama rekonsiliasi antara identitas kegiatan daerah, 

catatan SRN PPI dan SRUK, serta catatan keuangan. 

Climate budget tagging = Penandaan anggaran iklim, yaitu alat untuk 

mengidentifikasi dan menelusuri belanja yang relevan terhadap 

iklim. Penandaan tidak menilai efektivitas belanja dan tidak 

menciptakan akun akuntansi baru. 

Corresponding adjustment (penyesuaian terkait) = Penyesuaian yang 

dilakukan negara penjual atas hasil mitigasi yang diotorisasi untuk 

dipindahkan berdasarkan Pasal 6 Persetujuan Paris, agar hasil yang 

sama tidak dihitung dalam NDC dua negara. 

D 

Digital MRV = Pemanfaatan teknologi digital, seperti penginderaan jauh, 

meter pintar, dan timbangan digital, dalam MRV; integritasnya tetap 

bergantung pada definisi data, metadata, otorisasi, dan pengendalian 

perubahan. 

DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Daerah) = Dokumen tahunan untuk menyebarluaskan 

informasi lingkungan hidup daerah kepada masyarakat, termasuk 

kondisi, tekanan, dan respons pengelolaan ekosistem penyimpan 

karbon. 

Double counting (penghitungan ganda) = Kondisi ketika satu hasil 

mitigasi diterbitkan, digunakan, atau diklaim lebih dari satu kali, 

sehingga manfaat iklim tampak lebih besar daripada pengurangan 

yang sesungguhnya diterima atmosfer. 
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E 

Elite capture = Penguasaan manfaat oleh elite lokal atau kelompok 

dominan, yang menjadi risiko kontekstual menonjol dalam 

pembagian manfaat dan dipengaruhi oleh rancangan kelembagaan 

serta akuntabilitas ke bawah. 

Empat dasar bertindak = Pembedaan antara kewenangan urusan 

pemerintahan, peran dalam sistem pengendalian emisi nasional, hak 

atas hasil mitigasi, dan fungsi koordinasi sebagai dasar tindakan para 

pihak dalam tata kelola karbon. 

Enhanced Transparency Framework = Kerangka transparansi yang 

diperkuat di bawah Persetujuan Paris; Indonesia melaporkan 

inventaris dan kemajuannya melalui Laporan Transparansi Dua 

Tahunan (Biennial Transparency Report). 

F 

FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) = Fasilitas kemitraan karbon 

hutan internasional yang menaungi Program Pengurangan Emisi 

Kalimantan Timur, termasuk perjanjian pembayaran berbasis hasil 

atas pengurangan emisi yang terverifikasi. 

FGRM (feedback and grievance redress mechanism) = Mekanisme 

umpan balik dan penyelesaian pengaduan yang menjadi komponen 

inti safeguards, dengan jenjang penanganan dari klarifikasi 

administratif, reviu teknis, mediasi, dan banding hingga jalur hukum. 

FOLU Net Sink 2030 = Rencana operasional sektor kehutanan dan 

penggunaan lahan Indonesia yang menargetkan serapan bersih 

sekitar 140 juta ton CO₂e pada 2030 dan menjadi pilar Second NDC. 

FPIC (free, prior and informed consent) = Persetujuan atas dasar 

informasi di awal tanpa paksaan: bebas, diberikan sebelum 

keputusan diambil, dan didasarkan pada informasi yang memadai, 

bagi masyarakat adat dan komunitas yang hak atau sumber dayanya 

terdampak. 

G 

Gerbang kelayakan (eligibility gate) = Tahap pertama rancangan 

pembagian manfaat dua tahap yang hanya meloloskan pihak dengan 

dasar hak atau mandat yang telah diperiksa, keterlibatan yang sah, 

dan persyaratan safeguards yang terpenuhi. 

Gerbang pengakuan = Lima titik uji (keterukuran, verifikasi, hak dan 

registri, peristiwa ekonomi, pengukuran keuangan) yang 
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menentukan kapan informasi karbon boleh berpindah dari tingkat 

catatan fisik menuju informasi keuangan. 

GO, HOLD, CORRECT = Tiga keputusan gerbang roadmap: GO memulai 

fase berikutnya, HOLD menunda karena prasyarat mendasar belum 

ada, dan CORRECT melanjutkan setelah kelemahan tertentu 

diperbaiki. 

Green PFM = Kerangka pengelolaan keuangan publik hijau yang 

mengintegrasikan perspektif iklim ke seluruh siklus, dari 

perencanaan dan penganggaran hingga akuntansi, audit, dan 

transparansi fiskal. 

Greenwashing = Kesan kinerja lingkungan yang lebih baik daripada 

kenyataannya akibat klaim yang dirumuskan melampaui buktinya, 

meskipun tanpa niat menyesatkan. 

H 

Hak atas hasil mitigasi = Hak untuk mengklaim, mendaftarkan, atau 

mengalihkan hasil mitigasi, yang mengikuti hak dan izin pengelolaan 

atas lahan atau kegiatan serta ketentuan skema, bukan lokasi 

administratif. 

Hak keputusan atas data (decision rights) = Penetapan siapa yang 

berwenang menghasilkan, menyetujui, memeriksa, merekonsiliasi, 

dan menyebarluaskan data karbon sehingga terdapat satu versi 

angka resmi daerah. 

Hak mendahului pendapatan = Prinsip buku ini bahwa penerimaan 

atau pendapatan karbon tidak dapat diakui sebelum ada dasar hak 

yang sah atas kawasan, hasil mitigasi, dan status unit dalam registri. 

Hak tagih = Hak yang dapat dipaksakan untuk menerima pembayaran, 

misalnya setelah pengalihan unit selesai; menjadi dasar pengakuan 

piutang dan pendapatan-LO bila kriteria SAP terpenuhi. 

Hasil mitigasi = Selisih antara emisi atau serapan aktual dan baseline, 

termasuk emisi yang dihindari dan tambahan serapan; objek yang 

umumnya dihargai dalam mekanisme karbon, bukan stok. 

I 

Identitas aktivitas karbon = Penanda tunggal kegiatan karbon yang 

dipakai konsisten di dokumen anggaran, data pemantauan, registri, 

dan keuangan sebagai pengendalian dasar terhadap klaim ganda dan 

sarana rekonsiliasi. 
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IKKD (Indeks Kesiapan Karbon Daerah) = Alat penilaian mandiri 

berupa rata-rata tertimbang skor kematangan delapan dimensi 

kesiapan pada skala 0–100, dilengkapi aturan gerbang. IKKD bukan 

indeks resmi dan tidak dimaksudkan untuk peringkat antardaerah. 

Instrumen NEK (nilai ekonomi karbon) = Instrumen menurut Pasal 55 

Perpres 110/2025 yang meliputi perdagangan karbon, pembayaran 

berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan/atau instrumen lain, 

masing-masing dengan implikasi keuangan yang berbeda. 

Integritas karbon = Keseluruhan kualitas klaim mitigasi, mencakup 

baseline yang wajar, additionality, penanganan leakage dan 

permanence, ketidakpastian, verifikasi, bebas penghitungan ganda, 

serta safeguards. 

Inventaris organisasi dan inventaris wilayah = Dua sumber informasi 

karbon fisik pemerintah daerah: emisi dari operasi pemerintah 

sendiri, dan emisi serta serapan dari lanskap dan sektor di wilayah 

administrasinya; keduanya tidak boleh dicampur. 

IPSAS 51 = Standar IPSASB yang terbit Januari 2026 tentang sumber 

daya alam berwujud yang dikuasai untuk konservasi; tidak 

menjadikan karbon tersimpan sebagai aset terpisah dan efektif 1 

Januari 2028. 

IPSASB SRS 1 = Standar pelaporan keberlanjutan untuk entitas sektor 

publik yang mensyaratkan pengungkapan dalam empat pilar: tata 

kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target; belum 

berlaku sebagai standar nasional Indonesia. 

ISSA 5000 = Standar IAASB tentang persyaratan umum perikatan 

assurance atas informasi keberlanjutan untuk periode yang dimulai 

pada atau setelah 15 Desember 2026. 

J 

Jejak fiskal karbon = Kumpulan catatan keuangan yang dapat ditelusuri 

ke satu identitas aktivitas karbon, mencakup anggaran, jalur dana 

termasuk di luar APBD, perjanjian, penerimaan, kewajiban, dan 

penyaluran manfaat. 

K 

Kamus data = Rumusan unsur data minimum beserta fungsinya pada 

setiap tingkat catatan sehingga angka keuangan dapat ditelusuri 

kembali ke unit, hasil verifikasi, dan data lapangan. 
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KAN (Komite Akreditasi Nasional) = Lembaga yang mengakreditasi 

lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca di Indonesia; status 

dan ruang lingkup akreditasinya perlu diperiksa sebelum kontrak 

verifikasi. 

Kantong karbon (carbon pools) = Lima kategori penyimpanan karbon 

ekosistem daratan menurut IPCC: biomassa di atas tanah, biomassa di 

bawah tanah, kayu mati, serasah, dan bahan organik tanah. 

Kartu fase = Alat pengelolaan setiap fase roadmap yang memuat 

sembilan unsur: kondisi awal, tujuan, kegiatan kunci, keluaran, 

penanggung jawab, indikator, gerbang keluar, risiko utama, dan 

keputusan. 

Keadilan multidimensi = Cara membaca keadilan pembagian manfaat 

melalui dimensi distributif, prosedural, pengakuan, serta kontekstual 

dan kapabilitas, karena formula yang transparan saja belum 

menjamin keadilan. 

Kesenjangan pembiayaan pengembangan proyek = Kesenjangan 

antara biaya pengembangan yang dikeluarkan di depan dan 

penerimaan yang baru muncul setelah hasil diverifikasi, sering 

beberapa tahun setelah intervensi dimulai. 

Kesiapan pengukuran = Kemampuan sistem menghasilkan angka 

karbon yang sesuai tujuan penggunaannya, dapat dihitung ulang, dan 

dapat dipertahankan dari waktu ke waktu; dinilai melalui enam unsur 

yang saling bergantung. 

Kesiapan semu = Kondisi ketika keberadaan dokumen, seperti 

keputusan pembentukan tim, dasbor, atau nota kesepahaman, 

dianggap sebagai bukti bahwa sistem telah berjalan. 

Kesiapan tata kelola = Kemampuan daerah membuktikan, mencatat, 

membiayai, melindungi, dan mempertanggungjawabkan hasil 

mitigasi. Kesiapan ini berbeda dari potensi ekologis, yang hanya 

menunjukkan besarnya peluang. 

Keterhubungan (connectivity) = Prinsip pelaporan keberlanjutan yang 

mengaitkan informasi karbon dengan kinerja program, struktur 

belanja, kondisi aset, serta risiko fiskal dan pelayanan publik, 

sekaligus mencegah inkonsistensi antar-dokumen. 

Keterlacakan = Kemampuan menelusuri angka akhir hingga bukti awal 

melalui metadata, pengendalian versi, dan jejak audit; salah satu 

unsur kesiapan pengukuran. 
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Kewajiban penyaluran = Bagian pembayaran yang wajib diteruskan 

pemerintah daerah kepada pihak lain. Bagian ini diakui sebagai 

kewajiban, bukan pendapatan bebas, atau diungkapkan sebagai 

komitmen bila kriteria pengakuan belum terpenuhi. 

L 

Leakage = Perpindahan emisi ke lokasi atau aktivitas lain di luar batas 

kegiatan, sehingga pengurangan di satu tempat diimbangi 

peningkatan di tempat lain. 

Lembaga validasi dan verifikasi = Lembaga berbadan hukum dengan 

validator dan verifikator yang kompeten sesuai sektor serta 

terakreditasi KAN atau lembaga akreditasi internasional, 

sebagaimana disyaratkan Perpres 110/2025. 

Lima lapis objek karbon = Pembedaan karbon menjadi realitas 

ekologis, informasi fisik, hasil terverifikasi, hak dan unit dalam 

registri, serta objek keuangan, agar karbon tidak diperlakukan 

sebagai satu objek tunggal. 

Limited assurance = Keyakinan terbatas yang terutama diperoleh 

melalui permintaan keterangan dan prosedur analitis, dengan 

kesimpulan negatif; tidak dapat dikomunikasikan sebagai telah 

diaudit penuh. 

Lingkaran hambatan = Tiga lingkaran umpan balik yang saling 

memperkuat dalam skema serapan karbon alami, yaitu lingkaran 

data dan biaya, hak dan pembiayaan, serta legitimasi dan permanence. 

LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) = Laporan keuangan 

yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

diaudit BPK; hanya memuat objek karbon yang memenuhi kriteria 

pengakuan, sedangkan informasi lain diungkapkan dalam CaLK. 

M 

Manfaat bersih = Bagian yang dapat dialokasikan setelah pembayaran 

bruto dikurangi biaya tata kelola, biaya transaksi, cadangan risiko, 

dan biaya lain. Besaran inilah, bukan nilai bruto, yang menjadi dasar 

pembagian manfaat. 

Materialitas = Pertimbangan atas salah saji yang secara individual 

maupun agregat dapat memengaruhi keputusan pengguna; memiliki 

dimensi kuantitatif dan kualitatif, seperti penghitungan ganda atau 

konflik kepentingan. 
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Matriks RACI = Alat manajerial yang menetapkan pihak responsible, 

accountable, consulted, dan informed untuk setiap aktivitas, dengan 

syarat tepat satu pihak accountable. 

Mekanisme gerbang = Prosedur keputusan perpindahan fase roadmap: 

bukti dihimpun kelompok kerja, diuji APIP, dibahas forum tim 

koordinasi, dan diputuskan pejabat yang akuntabel sesuai matriks 

RACI. 

Model Akuntansi Karbon Daerah Berbasis Bukti dan Hak = Kerangka 

keputusan konseptual yang mencatat informasi karbon dalam tiga 

tingkat catatan berbeda fungsi, dihubungkan satu identitas aktivitas 

karbon, dan mengakui konsekuensi keuangan hanya setelah hak atau 

kewajiban nyata. 

Model jejaring terkoordinasi = Model kelembagaan yang dipimpin tim 

koordinasi lintas perangkat daerah dengan sekretariat dan kelompok 

kerja, sebagai alternatif pembentukan badan karbon baru. 

Monetisasi prematur = Risiko mengumumkan atau menganggarkan 

potensi karbon sebagai pendapatan sebelum fondasi data, hak, 

integritas, dan safeguards tersedia. 

MRV (Measurement, Reporting, and Verification) = Rangkaian 

pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang mengubah angka karbon 

menjadi hasil mitigasi teruji; dipandang buku ini sebagai padanan 

siklus akuntansi bagi informasi fisik karbon. 

N 

NDC (kontribusi yang ditetapkan secara nasional) = Komitmen 

mitigasi iklim nasional di bawah Persetujuan Paris; Second NDC 

Indonesia yang disampaikan Oktober 2025 menggunakan tahun 

acuan emisi 2019. 

NEK (Nilai Ekonomi Karbon) = Pemberian nilai ekonomi pada karbon 

untuk membebankan biaya kepada penghasil emisi dan memberi 

imbalan atas mitigasi; menurut Perpres 110/2025 instrumennya 

meliputi perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, 

pungutan atas karbon, dan instrumen lain. 

Nilai publik = Hasil yang dihargai warga dan dapat 

dipertanggungjawabkan melalui proses yang sah; dipakai buku 

sebagai ukuran keberhasilan tata kelola karbon daerah, melampaui 

penerimaan transaksi. 
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O 

Offset emisi = Bentuk perdagangan karbon yang mengimbangi emisi di 

satu tempat dengan pengurangan emisi atau peningkatan serapan di 

tempat lain; paling relevan bagi kegiatan berbasis ekosistem. 

P 

Pembayaran berbasis kinerja = Pembayaran atas capaian mitigasi yang 

telah dibuktikan dan diverifikasi, tidak selalu disertai pemindahan 

unit; disebut juga pembayaran berbasis hasil (results-based 

payment). 

Pendapatan-LO dan pendapatan-LRA = Dua basis pengakuan 

pendapatan dalam SAP: pendapatan-LO diakui saat timbul hak atas 

pendapatan, sedangkan pendapatan-LRA diakui saat kas diterima di 

Rekening Kas Umum. 

Perambatan ketidakpastian = Penggabungan ketidakpastian dari 

berbagai komponen perhitungan menjadi ketidakpastian hasil akhir, 

melalui perambatan galat analitis (Pendekatan 1) atau simulasi 

Monte Carlo (Pendekatan 2). 

Perdagangan emisi = Instrumen perdagangan karbon yang membatasi 

emisi pelaku yang diatur dan memungkinkan pertukaran hak emisi; 

di Indonesia diterapkan pada subsektor pembangkit tenaga listrik. 

Permanence = Daya tahan hasil mitigasi terhadap pembalikan (reversal) 

akibat kebakaran, pembalakan, atau perubahan tata ruang dan 

kebijakan; ditangani melalui cadangan buffer, pemantauan jangka 

panjang, dan kewajiban penggantian. 

Pernyataan anggaran karbon daerah (carbon budget statement) = 

Ringkasan analitis yang disusun dari APBD yang ada, bukan APBD 

terpisah, memuat alokasi, rantai hasil, status bukti, sumber dan jalur 

dana, risiko fiskal, serta evaluasi. 

Persamaan alometrik = Persamaan untuk menduga biomassa pohon 

dari diameter, tinggi, dan berat jenis kayu; pemilihan yang tidak 

sesuai jenis atau tipe hutan dapat menimbulkan bias sistematis. 

Peta keyakinan = Instrumen analitis yang memetakan, untuk setiap 

lapis objek karbon, pertanyaan keyakinan, bukti kunci, penguji utama, 

dan peran pendukung; bukan pembagian kewenangan normatif. 

Pipeline = Daftar kegiatan atau proyek prioritas yang siap dibiayai dan 

dikurangi risikonya secara bertahap melalui gerbang keputusan 

berupa lanjut, tahan untuk perbaikan, atau hentikan. 
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Plot permanen = Petak ukur lapangan yang diukur ulang secara berkala 

sehingga memungkinkan penaksiran perubahan stok karbon, bukan 

sekadar stok pada satu waktu. 

Prinsip konservatif = Prinsip penyusunan klaim agar tidak melebihi apa 

yang dapat dibuktikan ketika ketidakpastian tinggi, misalnya dengan 

memakai batas bawah selang kepercayaan atau potongan 

ketidakpastian. 

PSAP 10 (Revisi 2020) = Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

yang mengarahkan entitas menyusun kebijakan akuntansi atas 

transaksi yang belum diatur khusus, dengan merujuk PSAP serupa 

dan Kerangka Konseptual. 

PSAP 18 (Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran) = Standar 

akuntansi pemerintahan tentang pendapatan dari transaksi 

nonpertukaran yang berlaku mulai Tahun Anggaran 2026. Standar ini 

menjadi rujukan analisis atas hibah dan pembayaran berbasis kinerja. 

Pungutan atas karbon = Instrumen fiskal NEK berupa pungutan di 

bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, atau pungutan negara lain 

berdasarkan kandungan karbon, potensi emisi, atau kinerja mitigasi. 

Q 

QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) = Pengendalian mutu (QC) 

adalah prosedur rutin menjaga mutu selama penyusunan inventaris, 

sedangkan penjaminan mutu (QA) adalah penelaahan oleh pihak yang 

tidak terlibat langsung dalam penyusunan. 

R 

Rantai hasil anggaran karbon = Rangkaian yang menghubungkan 

target perencanaan, alokasi dan penandaan, realisasi belanja, output, 

outcome, hingga hasil karbon terukur, yang kemudian menjadi 

masukan perencanaan periode berikutnya. 

Rantai kelayakan = Rangkaian sembilan mata rantai dari potensi 

ekologis hingga manfaat bersih yang masing-masing berfungsi 

sebagai penyaring, sehingga volume yang dapat diklaim dan nilai 

yang dapat diwujudkan menyusut. 

RCBT (regional climate budget tagging) = Penandaan anggaran 

perubahan iklim pada anggaran daerah yang dikembangkan 

Kementerian Keuangan. Praktik ini kuat pada penganggaran, tetapi 

belum terhubung dengan analisis dampak penurunan emisi. 
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Reasonable assurance = Keyakinan memadai yang diperoleh melalui 

pengujian luas, termasuk pengujian pengendalian, dengan 

kesimpulan positif bahwa pernyataan disusun sesuai kriteria dalam 

semua hal yang material. 

Register di luar neraca = Pencatatan unit karbon atas nama pemerintah 

daerah di luar neraca, yang direkonsiliasi dengan registri dan 

diungkapkan dalam CaLK sampai kebijakan akuntansinya ditetapkan. 

Registri = Buku besar administratif yang mencatat unit yang diterbitkan, 

kegiatan asalnya, pemegangnya, pemindahtanganan, penggunaan 

untuk klaim (retirement), dan status aktifnya. 

Rencana pembagian manfaat (benefit sharing plan) = Dokumen yang 

mengatur penerima, kriteria, dan penyaluran manfaat suatu program 

pembayaran berbasis kinerja, misalnya pembagian ke dalam alokasi 

tanggung jawab, kinerja, dan penghargaan pada program Kalimantan 

Timur. 

Retired = Status unit dalam registri yang telah dihentikan 

penggunaannya, misalnya untuk mendukung klaim kontribusi 

daerah, sehingga tidak menimbulkan pendapatan karena tidak ada 

pengalihan. 

Roadmap = Kerangka implementasi bertahap penulis yang mengurutkan 

penguatan tata kelola karbon daerah menurut kesiapan, bukan 

kalender atau peluang pasar; bukan jadwal resmi pemerintah. 

S 

Safeguards = Pengaman yang memastikan kinerja karbon tidak dicapai 

dengan mengorbankan hak masyarakat, keanekaragaman hayati, 

atau legitimasi sosial. 

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) = 

Kerangka penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah 

berdasarkan Perpres 29/2014; kanal yang paling tepat untuk 

menyajikan indikator kinerja program mitigasi. 

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) = Standar akuntansi sektor 

publik Indonesia yang ditetapkan melalui PP 71/2010; belum 

memuat PSAP khusus untuk stok, unit, atau kredit karbon. 

Satu inti data, banyak kanal = Prinsip pelaporan yang menghimpun 

informasi karbon sekali dalam inti data bersama, dengan identitas 

kegiatan, batas, periode, dan versi yang sama, lalu menyalurkannya 

ke setiap kanal pelaporan. 



302 | Akuntansi dan Tata Kelola Karbon Daerah  

Second NDC = Dokumen kontribusi nasional Indonesia yang 

disampaikan kepada UNFCCC pada Oktober 2025, dengan sasaran 

hingga 2035 dan tahun acuan 2019. 

Serapan karbon (removal/sekuestrasi) = Aliran pemindahan karbon 

dioksida dari atmosfer ke dalam ekosistem selama suatu periode; 

kebalikan dari emisi. 

SIS-REDD+ (Sistem Informasi Safeguards REDD+) = Sistem nasional 

yang mengoperasionalkan Cancun Safeguards di Indonesia melalui 

prinsip, kriteria, dan indikator pelaporan safeguards. Sistem ini tidak 

menggantikan perizinan, hak, atau safeguards sektoral lainnya. 

Sistem polisentris = Sistem dengan banyak pusat keputusan yang saling 

bergantung dan hanya bekerja bila aturan, informasi, dan 

akuntabilitasnya terhubung; menggambarkan posisi daerah dalam 

tata kelola karbon multilevel. 

Skala kematangan = Skala lima tingkat, dari 0 (ad hoc) sampai 4 (teruji 

dan adaptif), untuk menilai setiap dimensi kesiapan, dengan tes bukti 

yang harus dipenuhi pada setiap tingkat. 

Skor alokasi = Tahap kedua rancangan pembagian manfaat yang menilai 

pihak yang lolos gerbang kelayakan berdasarkan kontribusi, kinerja, 

penjagaan dan beban, serta kerentanan, dengan bobot yang 

dinyatakan secara eksplisit. 

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) = Sistem 

pengendalian intern menurut PP 60/2008 dengan lima unsur: 

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, 

informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. 

SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim) = 

Sistem pengelolaan data dan informasi aksi serta sumber daya 

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tingkat NDC. 

SRUK (Sistem Registri Unit Karbon) = Registri nasional yang 

mengelola data dan siklus hidup unit karbon dalam penyelenggaraan 

instrumen NEK, mencegah penghitungan ganda, dan wajib menjadi 

tempat pencatatan unit yang diperdagangkan di bursa. 

Stok karbon (carbon stock) = Jumlah karbon yang tersimpan dalam 

ekosistem pada satu titik waktu; pada umumnya belum menjadi dasar 

klaim, pembayaran, atau pengakuan aset. 

Stratifikasi = Pembagian area pengukuran ke dalam kelompok yang 

relatif seragam, misalnya menurut tipe tutupan, umur tegakan, 
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kondisi gangguan, atau kedalaman gambut, untuk meningkatkan 

presisi dengan jumlah plot yang sama. 

Substansi mengungguli bentuk = Prinsip bahwa perlakuan akuntansi 

transaksi karbon ditentukan oleh hak, kewajiban, sifat pertukaran 

atau nonpertukaran, persyaratan, dan dasar hukumnya, bukan oleh 

nama perjanjian. 

T 

Tangga kebutuhan pengukuran = Kerangka analitis yang 

menghubungkan tujuan penggunaan angka karbon dengan 

kedalaman pengukuran, mulai dari pemantauan program, pelaporan 

kontribusi NDC, pembayaran berbasis kinerja, hingga penerbitan unit 

karbon. 

Tangga klaim = Kerangka yang mengurutkan klaim publik menurut 

syarat buktinya, dari kegiatan dilaksanakan, estimasi, hasil 

terverifikasi, kontribusi terhadap target, hingga unit diterbitkan; 

klaim tidak boleh melampaui anak tangga yang dicapai. 

Tata kelola adaptif = Prinsip pengelolaan roadmap dengan arah jangka 

panjang yang stabil, sedangkan strategi pelaksanaannya ditinjau 

berkala berdasarkan bukti melalui peninjauan tahunan dan 

peninjauan besar 2030. 

tCO₂e (ton karbon dioksida ekuivalen) = Satuan informasi karbon fisik 

yang menyetarakan berbagai gas rumah kaca dengan karbon dioksida 

menggunakan potensi pemanasan global masing-masing gas. 

Tier = Tingkatan metode dalam pedoman IPCC: Tier 1 memakai faktor 

emisi bawaan, sedangkan Tier 2 dan Tier 3 memakai data nasional 

atau lokal dan model lebih rinci dengan ketidakpastian lebih kecil. 

Tiga tingkat catatan = Susunan catatan fisik, catatan hak dan registri, 

serta catatan fiskal dan akuntansi yang tetap berada pada sistem 

pemiliknya masing-masing tetapi dapat ditelusuri dan direkonsiliasi. 

Titik rekonsiliasi = Empat titik kendali tempat ketiga catatan 

dibandingkan, yaitu setelah baseline ditetapkan, setelah verifikasi, 

setelah registrasi atau pengalihan, dan sebelum laporan keuangan 

ditutup. 

U 

Unit karbon = Representasi hasil mitigasi yang telah diregistrasi dan 

diterbitkan sesuai prosedur; memerlukan kejelasan hak, status 
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registri, dan pencegahan penghitungan ganda sebelum 

ditransaksikan. 

V 

Validasi = Pengujian kelayakan rancangan kegiatan, baseline, dan 

metodologi sebelum atau pada awal pelaksanaan oleh lembaga 

validasi dan verifikasi, yang menghasilkan pernyataan validasi. 

Verifikasi = Pengujian apakah pernyataan hasil mitigasi yang telah 

terjadi sesuai kriteria dan didukung bukti, dilakukan lembaga validasi 

dan verifikasi dan menghasilkan pernyataan verifikasi. 

W 

Walidata = Instansi tunggal di tingkat daerah menurut kerangka Satu 

Data Indonesia yang memeriksa kesesuaian data dengan standar dan 

menyebarluaskannya. 



Akuntansi dan Tata Kelola Karbon Daerah | 305 

INDEKS 
 

A 

Additionality, 4–5, 24, 27, 36, 38, 65, 79–80, 112 

Agenda kebijakan, 252–253, 265 

Agenda penelitian, 18, 253, 267–269 

Akuntabilitas horizontal, 146 

Akuntabilitas karbon, 5, 17, 57–59, 77 

Akuntansi karbon, 3, 15, 18, 40–42, 44, 54, 57, 219 

Alur kerja, 235, 244–246, 251 

APBD, 149–150, 152–153, 161–164, 246–247 

APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), 18, 56, 111, 114, 117–

118, 122–124, 242 

Arsitektur multilevel, 129–130, 134, 136 

Assurance, 15, 42, 56, 69, 107–108, 110–111, 120, 263 

Aturan gerbang, 187, 193–195, 198–200, 236, 240, 251 

 

B 

Baseline, 4, 24, 36, 65–67, 71, 80–81, 214 

Benefit sharing, lihat Pembagian manfaat (benefit sharing) 

Biaya sistem dan biaya proyek, 75, 235, 246 

Biaya transaksi, 29, 124, 165, 174, 201, 209–210, 212–214 

BPDLH, 152, 162, 183 

BPK, 93–94, 106, 108, 110–111, 114–116, 118 

BPKAD, 72, 142–143, 166, 226, 242, 244, 247 

Bukti mendahului nilai, 1, 10, 19, 40, 59, 167, 169, 221, 234, 236 

BUMD, 45, 141 

Bursa karbon, 4, 9, 29, 32, 35, 37, 210, 263 

 

C 

CaLK, 48, 93–94, 98, 118, 155–156, 158–159, 233 

Cancun Safeguards, 172, 179 

Catatan fisik, 145, 150, 167, 216, 219–220, 224–226, 228 

Catatan fiskal dan akuntansi, 216, 220, 224–226, 230–232, 260 

Catatan hak dan registri, 167, 216, 220, 224–226, 228–229, 231, 260 

Celah keyakinan, 116, 139, 143, 217, 258, 261 



306 | Akuntansi dan Tata Kelola Karbon Daerah  

Climate budget tagging, 159 

Core Carbon Principles (ICVCM), 25, 27, 112, 115 

Corresponding adjustment, 35, 64, 113 

 

D 

Digital MRV, 72, 74 

DIKPLHD, 94–95, 104 

Dimensi kesiapan, 187, 189–190, 195, 197, 200, 236, 238–239, 251 

Double counting (penghitungan ganda), 25, 30, 32, 35, 38, 64, 69, 75, 

101, 112 

DPRD, 18, 40, 93–95, 103, 118, 138, 146, 266 

 

E 

Elite capture, 174, 178 

Empat dasar bertindak, 129, 132–134, 148 

Enhanced Transparency Framework, 61 

 

F 

Fase roadmap, 235, 239–241, 244, 246–247, 252 

FCPF, 9, 140, 182–183, 196–197, 211–212, 258–259 

FGRM, 181, 185, 191, 242, 251 

FOLU Net Sink 2030, 9, 32–34 

FPIC, 147, 172–173, 184 

 

G 

Gambut, 1–7, 23, 70, 84 

Gerbang kelayakan, 169, 176, 180, 186, 224, 228, 261 

Gerbang pengakuan, 216, 222, 233–234 

GHG Protocol, 44, 85, 96–97 

GO, HOLD, CORRECT, 243, 248, 251 

Green PFM, 159, 161, 237, 257, 269 

Greenwashing, 92, 99–100, 115 

 

H 

Hak atas hasil mitigasi, 69, 129, 132–133, 135, 137, 141, 148, 151, 190 

Hak keputusan atas data, 129, 131, 144–145, 148 

Hak mendahului pendapatan, 1, 10, 19, 40, 47, 133, 151, 167, 169, 194 



Akuntansi dan Tata Kelola Karbon Daerah | 307 

Hak tagih, 16, 216–218, 222–223, 225, 227, 231, 257 

Hasil mitigasi, 4–5, 10, 23–24, 101, 113, 133, 170, 202 

 

I 

Identitas aktivitas karbon, 68, 103, 113, 127–128, 137, 167, 224–225, 

233 

IFRIC 3 Emission Rights, 51, 154 

IKKD, 187, 193–195, 240, 243, 248, 250, 260, 262 

Independensi dan imparsialitas, 37, 106, 111, 125–126, 226 

Inspektorat daerah, 110, 122, 125, 143 

Integritas karbon, 24, 26–28, 70, 105–106, 112, 114, 167 

Inventarisasi GRK, 32, 36, 38, 41, 92, 98, 104, 132, 137, 254 

Inventaris organisasi dan inventaris wilayah, 44 

IPCC, 1–2, 5, 22–23, 61, 65–66, 80, 86 

IPSAS 47 Revenue, 52–53, 154 

IPSAS 51, 52–53, 58, 154, 232, 263–264 

IPSASB, 42, 44, 51–53, 58, 96, 232, 263, 265 

IPSASB SRS 1, 44, 52–53, 58, 96–97, 232, 263, 265 

ISAE 3410, 110–111 

ISO 14064-3:2019, 61, 68, 70, 80, 108–109, 111, 120, 123, 127 

ISSA 5000, 108, 110, 263, 265 

 

J 

Jejak fiskal karbon, 149, 163–165, 167–168, 175, 185, 191, 220 

 

K 

Kalimantan Timur, 9, 30, 139, 158, 169, 175, 182–183, 197, 211 

Kamus data, 56, 69, 90, 190, 193, 225, 233, 238, 240, 242 

KAN (Komite Akreditasi Nasional), 109–111, 126 

Kantong karbon, 22–23, 84 

Kartu fase, 235, 239, 241, 251 

Keadaan akhir, 235, 237–238, 251 

Keadilan distribusi, 168–169, 178, 185, 254, 259, 268, 270 

Kebijakan akuntansi, 47–48, 51, 58, 149, 151, 153, 155, 157, 223 

Kementerian Keuangan, 47, 151, 154, 159–160, 196–197, 217 

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, 18, 46–48, 50, 102, 156, 

158, 222–223 



308 | Akuntansi dan Tata Kelola Karbon Daerah  

Kesenjangan pembiayaan, 201, 209–211 

Kesiapan pengukuran, 77–78, 80, 82, 84, 87, 89–90, 104 

Kesiapan semu, 192–193, 200, 249 

Kesiapan tata kelola, 187–188, 198, 200–201 

Ketidakpastian, 16, 23, 25, 27, 38, 65–66, 85–86, 99 

Kewajiban penyaluran, 157–158, 164, 175, 223 

Klaim ganda, 27, 64, 101, 113–114, 131, 145 

KLH/BPLH, 32, 36–37, 94–95, 196–197, 263, 265 

 

L 

Laporan keberlanjutan, 54, 68, 96–97, 103–104, 110 

Laporan Realisasi Anggaran, 46, 48, 54, 157–158, 164, 218, 221, 227, 

231 

Leakage, 5, 7, 24–25, 27, 38, 45, 65, 79, 205 

Lembaga validasi dan verifikasi, 69, 106, 109–110, 116, 125–126, 128 

Lima lapis objek karbon, 16, 19, 40–43, 59, 100, 115, 219 

Limited assurance (keyakinan terbatas), 69, 120–121 

Lingkaran hambatan, 201, 207–208, 215 

LKPD, 43, 93–94, 98, 104, 111, 123, 125, 143, 150 

LPPD dan LKPJ, 94–95, 97 

 

M 

Manfaat bersih, 169, 174, 176, 179, 185–186, 201–203, 205 

Mangrove, 1–2, 4, 6–7, 12, 22–23, 70, 89 

Masyarakat hukum adat, 135, 137, 147, 172–173 

Materialitas, 60, 69, 74, 78, 89, 98, 119, 127, 233 

Matriks potensi dan kesiapan, 187, 198 

Matriks RACI, 129, 131, 141–142, 148, 184, 190, 226–227, 248 

Mekanisme gerbang, 235, 248–249, 251 

Mekanisme pengaduan, 27, 169, 174, 179, 181–182, 194, 211–212, 238 

Model Akuntansi Karbon Daerah, 216, 219, 221, 226, 260 

Model jejaring terkoordinasi, 131, 138–139, 141, 148, 244–245, 261 

Model Tiga Lini, 115 

Monetisasi prematur, 199, 268 

MRV, 53, 59–62, 68, 71–72, 74, 245 

 



Akuntansi dan Tata Kelola Karbon Daerah | 309 

N 

NDC (Nationally Determined Contribution), 9, 17, 21, 32–34, 62–63, 80, 

236 

Nilai ekonomi karbon (NEK), 8–9, 17, 20–21, 28–29, 109, 152, 262 

Nilai publik, 11, 20, 55, 253, 270 

 

O 

Obligasi dan sukuk daerah, 152–153, 162 

Offset emisi, 29, 31, 62 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 4–5, 33, 37, 207, 210–211, 263 

 

P 

PEFA, 191–192 

Pemantauan adaptif, 235, 248–251 

Pembagian manfaat (benefit sharing), 9, 169–172, 182–185, 245 

Pembayaran berbasis kinerja, 8–9, 29–30, 34, 150, 152, 154, 158, 223 

Penandaan anggaran, 149, 159, 191–192, 196, 236, 240, 257, 268 

Pendapatan asli daerah (PAD), 149–150, 164, 193 

Pendapatan-LO dan pendapatan-LRA, 46, 48, 157, 218, 221, 229, 231–

232 

Pengendalian intern, 53, 55–56, 67, 73, 110, 112 

Penghitungan ganda, lihat Double counting (penghitungan ganda) 

Perdagangan emisi, 29, 33, 51, 119 

Perdagangan karbon, 8–9, 15, 29, 33, 62, 69, 109, 207, 263 

Pergeseran paradigma, 253, 256, 259–260 

Permanence, 25, 27, 36, 38, 65, 112, 170, 202, 204–205 

Permen LH/Kepala BPLH 10/2026, 32–34, 37, 62–64 

Permen LH/Kepala BPLH 1/2026, 62, 64, 67, 73, 144–145 

Permen LH/Kepala BPLH 7/2026, 36, 44, 62, 77, 79, 81–82, 94, 134, 136 

Pernyataan anggaran karbon daerah, 161–163, 168 

Perpres 110/2025, 8, 21, 29, 33–34, 36, 61, 134, 137, 177 

Perpres 77/2018, 152–153, 163–164 

Perpres 98/2021, 8, 32–33, 207 

Persamaan alometrik, 22, 81–85, 89 

Persetujuan Paris, 28, 31, 33–35, 61, 113 

Peta keyakinan, 106, 115–118, 122, 128, 258, 261 

Pipeline, 73, 165, 212–213 



310 | Akuntansi dan Tata Kelola Karbon Daerah  

POJK 10/2026, 9, 33–34, 37, 51, 207, 236, 263 

Potensi ekologis, 1, 3, 8–9, 187, 201, 203, 215, 253–254 

PP 12/2019, 151–152, 160, 163 

PP 60/2008, 110–111, 116, 122–123, 125, 127, 227 

PP 71/2010, 46, 48, 50, 53, 151, 218 

PPID, 143, 145–146 

Program Pengurangan Emisi Kalimantan Timur, 9, 30, 158, 169, 175, 

177, 182–183, 196–197 

PSAP 10, 47–48, 53, 149, 151–153, 155–156, 223 

PSAP 18, 151–152, 156, 158, 164, 223 

PSPK 1 dan PSPK 2, 51, 53, 96 

Pungutan atas karbon, 9, 29–30, 152, 165 

 

Q 

QA/QC, 66, 72, 75, 108, 114, 117–118, 190, 192, 238 

 

R 

Rantai hasil anggaran karbon, 149, 159–161, 167–168, 191, 193, 240, 

242 

Rantai kelayakan, 201, 203–205, 211, 215, 261–262 

RCBT, 159, 196–197 

Reasonable assurance (keyakinan memadai), 69, 120–122 

REDD+, 24, 60, 74, 107, 130, 170, 172–173, 179, 181 

Registri, 35, 53, 56, 62, 114, 116, 118, 145, 220, 226 

Rehabilitasi mangrove, 54, 71, 89, 161, 217, 228, 230 

Rencana pembagian manfaat, 9, 157, 159, 177, 182–183, 196, 211, 223, 

236 

Retirement unit, 16, 35, 70, 101, 113, 118, 220, 229, 238, 265 

Reversal, 5, 7, 25, 79–80, 173, 179–180, 205, 208 

Risiko fiskal, 102, 149, 165–166, 199, 247, 271 

Roadmap, 19, 235–237, 239, 244, 246, 250–251, 261 

 

S 

Safeguards, 72, 169, 172–173, 179–180, 194, 197, 243, 245 

SAKIP, 94 

Satu Data Indonesia, 144–145, 265 

Satu inti data, banyak kanal, 92, 95–96, 104 



Akuntansi dan Tata Kelola Karbon Daerah | 311 

Second NDC, 9, 32–34, 236, 248, 263–264 
Serapan karbon alami, 7, 20–21, 38, 59, 70, 74, 77, 82, 201 
SIMONTANA, 84 
SIS-REDD+, 172–173, 181 
Skala kematangan, 187–188, 191–192, 200 
Skor alokasi, 169, 176–177, 180, 186 
SPIP, 55, 108, 110–111, 122 
SRN PPI, 62–64, 70, 73, 79, 94–95, 98, 197 
SRUK, 4, 9, 32–35, 37, 62–63, 111 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 12, 15–16, 43, 46–47, 51, 53, 

151, 157 
Stok karbon, 3–5, 12, 16, 19, 42, 46–47, 49 
Sulawesi, 6–7, 14 
 
T 
Tangga kebutuhan pengukuran, 77–79, 90, 118 
Tangga klaim, 100, 104–105, 118 
Tata kelola adaptif, 248 
The Institute of Internal Auditors (IIA), 110, 115–116, 124–126 
Tiga tingkat catatan, 216, 218–219, 224, 233, 252, 260–262, 268 
Tim koordinasi, 133–134, 138, 141, 148, 167, 217, 226, 242, 248 
Titik rekonsiliasi, 224, 227, 233–234, 268 
 
U 
UNFCCC, 9, 32–33, 61, 113, 172, 179, 181, 236, 263 
Unit karbon, 4–5, 26, 32–33, 40, 46, 62, 109, 157 
UU 1/2022 (HKPD), 31, 153, 164–165 
UU 14/2008 (Keterbukaan Informasi Publik), 94, 145 
UU 15/2004, 110–111, 116, 126–127 
UU 23/2014 (Pemerintahan Daerah), 13, 35, 133–134, 136–137, 146, 

254 
 
V 
Validasi, 34, 56, 62–63, 66, 69, 74, 108–110 
Verifikasi, 56, 69, 80, 108–111, 119, 123–124 
 
W 
Walidata, 144–145, 147 



312 | Akuntansi dan Tata Kelola Karbon Daerah  

BIOGRAFI PENULIS 
 

 

Indra Basir, S.E., M.Ak. 

Indra Basir, seorang penulis dan Dosen Prodi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Sulawesi Barat. Lahir di Desa Tiromanda, 19 Juni 

1991. Penulis merupakan anak kedua dari tiga 

bersaudara dari pasangan bapak Basir dan 

Hasma. Ia menamatkan pendidikan S1 di prodi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Tadulako pada tahun 2015. Tiga 

tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 

di prodi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas 

Tadulako. Penulis merupakan dosen di Prodi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Sulawesi Barat dengan konsentrasi dibidang 

Akuntansi Sektor Publik. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen 

profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya 

tersebut. Beberapa tulisan jurnal yang telah terbit pada jurnal terindeks 

scopus maupun SINTA. Selain itu peneliti, penulis juga aktif menulis buku 

dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan 

negara yang sangat tercinta ini. Semoga buku ini memberikan mamfaat 

bagi seluruh pembelajar di Indonesia. 

 

Email Penulis: indrabasir@unsulbar.ac.id   

 

 

Muhammad Ihsan Ansari, S.E., M.Ak., 

CGRM., CTT. 

Penulis memiliki ketertarikan terhadap ilmu 

akuntansi dimulai pada tahun 2007 silam, pada 

saat penulis masih duduk pada bangku SMA kelas 

2 dan berhasil lulus pada tahun 2008. Hal tersebut 

membuat penulis memilih untuk melanjutkan 

studi ke Universitas Muhammadiyah Parepare 

mailto:indrabasir@unsulbar.ac.id


Akuntansi dan Tata Kelola Karbon Daerah | 313 

(UMPAR) dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Prodi Akuntansi pada 

tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan studi S2 pada tahun 2015 

pada Program Pascasarjana, Program Studi Magister Akuntansi 

Universitas Muslim Indonesia (UMI). 

Penulis memiliki kepakaran dalam bidang manajemen risiko 

pemerintah (Certified Government Risk Management) dari Sekolah 

Kompetensi Indonesia Training & Competency Center. Dan Certified Tax 

Center (CTT) dari Piranha Center. Untuk mewujudkan karir sebagai 

dosen professional yang penulis menjalankan tridharma perguruan 

tinggi dengan cara aktif melakukan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian. Selain itu penulis juga menulis buku dengan harapan dapat 

memberikan kontribusi bagi bangsa dan Negara. 

 

Email Penulis: ihsan@unsulbar.ac.id  

 

 

Dahliah, S.E., M.M. 
Penulis lahir di Majene Sulawesi Barat pada 

tanggal 24 Agustus 1989. Penulis adalah dosen 

tetap pada Program Studi Manajemen 

Universitas Sulawesi Barat. Penulis 

menyelesaikan pendidikan S1 pada STIE 

Yapman Majene dan pendidikan S2 pada 

Universitas Muslim Indonesia Makassar. 

Penulis memiliki minat dan perhatian pada 

bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, 

khususnya dalam pengembangan pengetahuan dan praktik yang relevan 

dengan kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja. Sebagai seorang 

akademisi, penulis aktif melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga terlibat dalam berbagai 

kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu akademik di lingkungan 

perguruan tinggi. 

Melalui buku ini, penulis berupaya membagikan pengetahuan dan 

pengalaman akademiknya dalam bentuk yang sederhana, praktis, dan 

mudah dipahami. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat 

bagi mahasiswa, dosen, praktisi, maupun pembaca yang memiliki 

ketertarikan pada bidang yang dibahas. Adapun, sejumlah karya tulis 

mailto:ihsan@unsulbar.ac.id


314 | Akuntansi dan Tata Kelola Karbon Daerah  

yang sudah diterbitkan di antaranya: Buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia, Komunikasi Bisnis: Teori, Praktik dan Srategik untuk Dunia 

Profesional, Manajemen Strategis Inovasi dan Berkelanjutan (book 

chapter), Manajemen Talenta di Era Disrupsi.  

 

Korespondensi melalui email dahlia.fekon@unsulbar.ac.id    

 

 

Nur Fitriani, S.E., M.M. 
Ketertarikan penulis terhadap manajemen 

dimulai pada tahun 2014 silam. Hal tersebut 

membuat penulis memilih untuk melanjutkan 

pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil 

menyelesaikan studi S1 di prodi Manajemen 

Universitas Hasanuddin pada tahun 2018. Tiga 

tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi 

S2 di prodi Magister Manajemen Program 

Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Penulis memiliki kepakaran 

dibidang Manajemen Keuangan. Dan untuk mewujudkan karir sebagai 

dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang 

kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan 

didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemdiktisaintek. Selain 

peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat 

memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. 

 

Email Penulis: nurfitriani@unsulbar.ac.id   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dahlia.fekon@unsulbar.ac.id
mailto:nurfitriani@unsulbar.ac.id


Akuntansi dan Tata Kelola Karbon Daerah | 315 

 


	7f2031f7de1028b32434067ca1213712d78108a4e0582c91b99c4efc489cf003.pdf
	KATA PENGANTAR
	PRAKATA
	DAFTAR ISI
	BAB 1  PENDAHULUAN POTENSI EKOLOGIS DAN EKONOMI KARBON DAERAH
	1.1 Karbon dalam Lanskap Pembangunan Daerah
	1.2 Stok, Serapan, dan Hasil Mitigasi: Membedakan Objek yang Diukur
	1.3 Modal Karbon Indonesia dan Keragaman Profil Daerah
	1.4 Dari Potensi Ekologis ke Nilai Ekonomi
	1.5 Pemerintah Daerah di Persimpangan Kewenangan, Ruang, dan Kepentingan
	1.6 Dari Potensi ke Kesiapan: Karbon sebagai Persoalan Akuntansi dan Akuntabilitas
	1.7 Posisi, Alur, dan Cara Membaca Buku
	1.8 Penutup

	BAB 2 SERAPAN KARBON ALAMI, NILAI EKONOMI KARBON, DAN ARSITEKTUR KEBIJAKAN KARBON INDONESIA
	2
	2.1 Serapan Karbon Alami: Dinamika Ekologis dan Batas Pengukurannya


	7f2031f7de1028b32434067ca1213712d78108a4e0582c91b99c4efc489cf003.pdf
	BAB 3 AKUNTANSI KARBON DALAM PERSPEKTIF SEKTOR PUBLIK
	3
	3.1 Mengapa Akuntansi Masuk ke dalam Tata Kelola Karbon


	7f2031f7de1028b32434067ca1213712d78108a4e0582c91b99c4efc489cf003.pdf
	BAB 4 MRV SEBAGAI INFRASTRUKTUR AKUNTANSI DAN AKUNTABILITAS KARBON
	4
	4.1 MRV sebagai Infrastruktur Akuntansi dan Akuntabilitas


	7f2031f7de1028b32434067ca1213712d78108a4e0582c91b99c4efc489cf003.pdf
	BAB 5 KESIAPAN PENGUKURAN KARBON
	5
	5.1 Kesiapan Pengukuran sebagai Kapasitas Sistem


	7f2031f7de1028b32434067ca1213712d78108a4e0582c91b99c4efc489cf003.pdf
	BAB 6 PELAPORAN KARBON DAN SUSTAINABILITY REPORTING PEMERINTAH DAERAH
	6
	6.1 Pelaporan sebagai Jembatan dari Bukti ke Akuntabilitas


	7f2031f7de1028b32434067ca1213712d78108a4e0582c91b99c4efc489cf003.pdf
	BAB 7 VERIFIKASI, ASSURANCE, INTEGRITAS KARBON, DAN PERAN PENGAWASAN INTERNAL
	7
	7.1 Mengapa Kredibilitas Informasi Karbon Perlu Diuji


	7f2031f7de1028b32434067ca1213712d78108a4e0582c91b99c4efc489cf003.pdf
	BAB 8 KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA KARBON DAERAH
	8
	8.1 Kelembagaan sebagai Mata Rantai yang Menentukan


	7f2031f7de1028b32434067ca1213712d78108a4e0582c91b99c4efc489cf003.pdf
	BAB 9 AKUNTANSI, PENGANGGARAN, DAN KEUANGAN KARBON DAERAH
	9
	9.1 Ketika Karbon Memasuki Sistem Keuangan Publik


	7f2031f7de1028b32434067ca1213712d78108a4e0582c91b99c4efc489cf003.pdf
	BAB 10 BENEFIT SHARING, SAFEGUARDS, AKUNTABILITAS, DAN KEADILAN DISTRIBUSI
	10
	10.1 Dari Disiplin Keuangan ke Pertanyaan Keadilan


	7f2031f7de1028b32434067ca1213712d78108a4e0582c91b99c4efc489cf003.pdf
	BAB 11 POTRET KESIAPAN DAERAH
	11
	11.1 Potensi Bukan Kesiapan


	7f2031f7de1028b32434067ca1213712d78108a4e0582c91b99c4efc489cf003.pdf
	BAB 12 MENGAPA SKEMA SERAPAN KARBON ALAMI SULIT BERKEMBANG?
	12
	12.1 Paradoks Potensi dan Kelayakan


	7f2031f7de1028b32434067ca1213712d78108a4e0582c91b99c4efc489cf003.pdf
	BAB 13 MODEL AKUNTANSI DAN TATA KELOLA KARBON DAERAH
	13
	13.1 Persoalan yang Harus Dijawab Model


	7f2031f7de1028b32434067ca1213712d78108a4e0582c91b99c4efc489cf003.pdf
	BAB 14 ROADMAP PENGUATAN TATA KELOLA KARBON DAERAH
	14
	14.1 Dari Diagnosis ke Urutan Penguatan


	7f2031f7de1028b32434067ca1213712d78108a4e0582c91b99c4efc489cf003.pdf
	BAB 15 PENUTUP: MASA DEPAN AKUNTANSI DAN TATA KELOLA KARBON DAERAH
	15
	15.1 Pertanyaan yang Diajukan Buku dan Jawabannya


	7f2031f7de1028b32434067ca1213712d78108a4e0582c91b99c4efc489cf003.pdf
	DAFTAR PUSTAKA
	GLOSARIUM
	INDEKS
	BIOGRAFI PENULIS


